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RINGKASAN

Undang - Undang Dasar 1945 dengan tegas mengaasitkaslaulatan
rakyat. Sendi negara itu tercantum dalam Pasajdl,2a: "Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang aktmdasaf.Sebagaimana
diatur dalam Undang - Undang No. 32 tahun 2004 leani kepala daerah
(Pemilukada) adalah sarana pelaksana kedaulatgat igdng dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adinddlegara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undasgr DNegara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Mogkpdada saat
penetepan hasil penghitungan suara pemilihan umapald Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokedlah terjadi sengketa
perselisihan hasil Pemilukada Pasangan Calon Képa¢giah dan Wakil Kepala
Daerah, sehingga Panwas Pemilu Daerah selaku pasgamng diberi wewenang
untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemituntienyelesaikan sengketa
non- hasil pemilu.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi atatad Bagaimanakah
kewenangan Panwaslu dalam pengawasan Pemilukadidotdi Mojokerto.
Permasalahan yang kedua adalah bagaimanakah cayelgsaian pelanggaran
Pemilukada oleh Panwaslu yang terjadi dalam proBesnilukada Kota
Mojokerto.

Tujuan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalatuk mengetahui
dan memahami kewenangan Panwaslu dan tahapansiahppagawasan
Pemilukada Kota Mojokerto oleh Banwaslu Kota Moja&eserta untuk untuk
mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggarentggadi dalam proses

tahapan Pemilukada Kota Mojokerto.

2 pasal 1, ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 sesedabahan kedua.
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Penulisan skripsi ini, mengunakan tipe peiaalit yang bersifat
yuridis normatif serta menggunakan beberapa mepedelekatan yaitu metode
pendekatan undang-undang (statute approach), patiagekonseptual (conceptual
approach) dan menggunakan pendekatan asasdasieum (legal principle
approach). Sedangkan untuk bahan hukum penulisumakgn 3 bahan hukum,
yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukunali$a yang digunakan
dalam penulisan ini yaitu metode yang terarah datersatis sebagai cara
menemukan dan menguiji kebenaran.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwasta/Kab
,pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaran l&kada Kota Mojokerto
tahun 2013 berdasarkan putusan Mahkamah KonstMosnor 113/PHPU.D-
XI/2013 adalah Perselisihan Hasil Pemilu Kepala rBlaedan Wakil Kepala
Daerah tentang Sengketa Perselisihan Penetepan Plasghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dasgm@ng timbul akibat
dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan Kb KPU Kota Mojokerto,
yaitu antara pasangan calon Walikota dan Wakil Mé& dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotaokkjto Tahun 2013,
Nomor Urut 5 dari kubu partai Demokrat, dengan pgaa calon Walikota dan
Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daeradn dWakil Kepala
Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 3 garitai PDI.

Salah satu kewenangan dalam memutus perselisinatante hasil
pemilihan umum dan pemilukada adalah kewenangankdmaah Konstitusi.
Pada pasal 236 C Undang — Undang Nomor 12 Tahud 2@hetapkan bahwa
penanganan sengketa hasil penghitungan suara pamiKepala Daerah oleh
Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah KonstiBerdasarkan putusan
yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan riigkitusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 113/PHPU.D-XI/2013 tentang PesskAn Hasil Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojakeéghun 2013 adalah
menyatakan menolak permohonan pemohon untuk selyautikarenakan pokok
permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beaalasenurut hukum.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Dasar 1945 dengan tegas mengaasitkaslaulatan
rakyat. Sendi negara itu tercantum dalam Pasajdt,2a: "Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang -aktndDasaf. Ajaran
kedaulatan yang dianut dalam pembukaan dan batdngp tUUD 1945 adalah
kedaultan rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahweng dimaksud dengan
kedaulatan itu tidak lain dan tidak bukan adak®kuasaan negara yang
tertinggi. Kemudian pengertian lain dari kedaulasalalah wewenang tertinggi
yang menentukan segala wewenang yang ada dalamrsgsra.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum,| P&& ayat (1)
UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umunakdinakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan addséma tahun sekali ”. Dalam
Pasal 22 E ayat 5 ditentukan pula bahwa “Peamliumum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat ovaai, tetap, dan mandiri”.
Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara lgemiumum itu haruslah
suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, damdmieatau independen.

Protes-protes ketidakpuasan atas proses dan keasilupyang dilatari oleh
banyaknya pelanggaran yang tidak bisa diselesails@nta perasaan telah
diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara tersebuenunjukkan adanya
masalah penegakan hukum dalam setiap penyel@@ygpemilu. Apabila tidak
segera diatasi, di satu sisi, hal itu akan terenimbulkan protes dari pihak-pihak
yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya, digiraatau diperlakukan tidak
adil; di sisi lain, protes-protes yang muncul pati&dirnya bisa mendelegitimasi
hasil pemilu. Dalam usaha mewujudkan pemilu yargrjdan adil dan juga
dalam rangka menghindari terjadinya delegitimasimipe di masa depan,
masalah-masalah penegakan hukum pemilu itu hargeledaikan secara

komprehensif. Langkah pertama yang perlu dilakugdalah mengidentifikasi

?Pasal 1, ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 sesudattapan kedua.
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sebab-sebab munculnya masalah penegakan hukumjuseya dicarikan solusi
komprehensif untuk mengatasi masalah tersebunhgghi akhirnya terwujud
suatu sistem penegakan hukum pemilu yang mampuamenjpenyelenggaraan
pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraanlpessiama ini,
munculnya masalah-masalah penegakan hukum pemikebtg disebabkan
beberapa faktor. pertama, batasan terjadi tidakpgkanggaran tidak pasti
sehingga menimbulkan pemikiran yang berujung padatr&versi; kedua,
mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran fielak sehingga
penanganannya pun tidak mudah; ketiga, lembagagak hukum pemilu tidak
disiapkan dengan baik sehingga kurang mampu dalamangani kasus - kasus
yang terjadi; keempat, sanksi hukum atas terjadog®janggaran sangat ringan se-
hingga tidak memberi efek jera.

Standar pemilu demokratis internasional menyatdiawa pemilu jujur
dan adil(free and fair electionsjlapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum
yang mengatur semua proses pelaksanaan pemildigsskenampu melindungi
para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilthaptau, dan warga negara pada
umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, pepgn, penipuan, dan
berbagai praktik curang lainnya yang akan mempemgarasil pemilu. Oleh
karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkzeraturan perundangan
pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkatugargperundangan pemilu
tersebut.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukumupdnindonesia,
selain perlu melengkapi dan mempertegas materitysara perundangan yaitu
Undang — Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Petaban Daerah dan
Undang — Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemyataan Pemilu, tak
kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektikigga aparat penegak hukum
pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri satiPU/KPUD selaku
penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang mekabesanksi terhadap
para pelaku pelanggaran administrasi pemilu; Pafeasilu dan Panwas Pemilu

Daerah selaku pengawas yang diberi wewenands umémastikan ada tidaknya
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pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu; Mahkamah

Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk mengailean perselisihan hasil
pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dambbga peradilan yang masing-
masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatukiknis terhadap pelaku
pelanggaran pidana pemilu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untukmivahas dan
menganalisa lebih lanjut mengenai pemilihan umumpalke daerah yang akan
dilaksanakan nantinya akan dituangkan dalam kaulya itmiah dalam bentuk
skripsi  dengan judul “KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN OLEH
PANWASLU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KOTA
MOJOKERTO MENURUT PERATURAN BAWASLU NO 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH".

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adardygdepermasalahan
yang menarik untuk dicermati. Adapun permasalabesebut adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan Panwaslu dalam perajawasiilukada di
Kota Mojokerto?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian pelanggaranyt@aé oleh Panwaslu
yang terjadi dalam proses pemilukada Kota MojoKerto
1.3 Tujuan Penelitian
Dalam setiap penulisan, tentu terdapat suatu tuy@ng nantinya akan
dicapai oleh penulis agar tercapai sasaran yanghdildaki. Tujuan penelitian

dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

% santoso, Topo. 200&.aporan Kajian Kebijakan: SistemPenegakan Hukum emilu 2009-
2014 Jakarta: Yayasan Perludem, him. 1.
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1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tojyang bersifat
akademis, yaitu :

1. Sebagai syarat untuk memenuhi salah satu kelengkdglam ketentuan
akademis gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum é&fsitas Jember;

2. Sebagai upaya dalam penerapan teori ilmu hukum ggregoleh selama
menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitasbé&m

3. Memberikan konstribusi pemikiran yang diharapkaarakermanfaat bagi
masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukumerditas
Jember, dan almamater serta pihak lain yang betrataa berkepentingan
sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Panwaslpengawasan
Pemilukada Kota Mojokerto oleh Banwaslu Kota Mojaée

2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian ggdaan yang terjadi
dalam proses tahapan Pemilukada Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang akan penulis laku&dalah sebagai
berikut:

1. Sebagai referensi bagi peminat kajian ilmu hukuakum pemilu, hukum
pemerintahan daerah;

2. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil Kkebijatalam
merumuskan, merancang, merevisi, serta mengampiltkésan tentang
pemilihan kepala daerah serta instansi pemerirk&tJ(dan Banwaslu);
dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pi#ak yang

terkait dalam pemilu serta di dalam pemerintahan.
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1.5 Metode Peneitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemulediau
memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untekperoleh hasil yang
konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukamatus penelitian
merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untukdapatkan suatu kebenaran
hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokokmdgkngembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi.

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas daiode penelitian,
karena hal ini merupakan faktor penting agar aadkshadap objek yang dikaji
dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikiaka diharapkan kesimpulan
akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapgtedanggungjawabkan secara
ilmiah.

Metode penilitian yang digunakan dalam penulisaipskini adalah suatu
metode yang terarah dan sistematis sebagai cant orenemukan dan menguiji
kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud mel{gytempat aspek, yaitu tipe
penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hudamgnalisa bahan hukum.

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitiandygi normatif
yaitu (egal research penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalamniyasitif yang
berlaku? Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengaara
mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat forseiperti Undang-

Undang dan literatur sebagai konsep-konsep teoyidisg kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibateas dkripsini.®

“ Jhony Ibrahim. 2008Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatilalang. Banyumedia. him.
292.

® Peter Mahmud Marzuki. 201@enelitian HukumJakarta. Kencana Prenada Media Group. him.
194.
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1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untendapatkan
informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukungysedang dicoba
untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud M&rzpendekatan
masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hudalam skripsi ini
adalah pendekatan undang-undanstat(te approach pendekatan
konseptual donceptual approaghdan pendekatan asas-asas hukiega(
principle approach

Pendekatan undang-undamgafute approachdilakukan dengan
menelaah undang-undang dan regulasi yang bersapgkititdengan isu
hukum yang sedang ditangarfi. Melalui pendekatan ini juga dapat
dipelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaitaraasuatu undang-
undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan konseptualoficeptual approaghadalah pendekatan
yang beranjak dari pandangan-pandangan dan daldkittin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelgj@amndangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukupgneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-péagerhukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yangmelengan isu yang
dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dam-doktrin
tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam baegun suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yaadagili

Sedangkan pendekatan asas-asas hulagal (principle approach
adalah suatu pendekatan dengan menggunakan t@giprinsip-prinsip,
asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dakanelitian skripsi
ini, legal principle approachyang digunakan ialah berupa nilai-nilai,
prinsip-prinsip, dan/ atau asas-asas hukum, peréegam hukum tata

negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yaagigi.

® Ibid., him. 93.
" Ibid., him. 95.
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1.5.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisapsikini dapat

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukung yeerupa bahan-

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekumlesamping

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahamfpenulis juga

dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabdlad#ipg perlu.
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritasahan hukum

primer yang digunakan dalam penulisan skripsi dalah :

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mahu
1945;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penygéeag

Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembanta

Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentangliRam

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian KegpaiahD
dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2@88&nhg
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilimaom
Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pamilih
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peasgaw

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala D@era
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8. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata C
Pelaporan dan Penanganan Pelangaran Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi ngnta

hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku diusnageri.
Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secaral ftidak
sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalalhab-bahan
hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporanelitian
hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisanilkpara ahli
dan para akademisi terhadap berbagai produk hulemmgang-
undangan dan putusan pengadilan, notulen-notuleminae
hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, moapg
monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yangnmat debat-
debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, @skldeklarasi,
dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumbe
bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadapnblahium
primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yag diaddil media
konvensional maupun digital, buku-buku non hukumgyeelevan,

hasil diskusi, dan lain sebagainya.
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1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metdgle menemukan

jawaban atas permasalah yang dibahas. Dalam proseemukan jawaban

tersebut, penulis harus memperhatikan dan mengguari@berapa langkah, yaitu:

1.

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir halthyang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendakalip@n;
Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hu&kngsgkiranya
dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan lsartan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yangjaaeab isu
hukum;

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yalady dibangun di
dalam kesimpulaf.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untukgheesilkan

generalisasi sehingga memberikan pemahaman atasmagsahan yang

dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap issmabahan hukum

dilakukan dengan menggunakan metode deduktif usal&njutnya dituangkan

dalam preskripsi berdasarkan argumentasi yang tiétemgun dalam kesimpulan.

8 Ibid., him. 171.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemeahtan Negara
2.1.1 Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat darijaden bahasa
(etimologis) dan istilah (terminologis). Secaramatiogis, demokrasi berasal dari
dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno (padangahan abad ke-5 dan
ke-4 SM), yaitudemosyang berarti rakyat, dacratos ataucratein yang berarti
pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebaganemgetahan rakyat.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem p#at&n suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (keknasarga negara) atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negareeltats Istilah demokrasi
sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristotelesbagai suatu bentuk
pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggarisawa kekuasaan berada di
tangan orang banyak yang disebut dengan istilajatak

Salah satu pilar demokrasi adalah pringips politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yangg#tpas ihdependenpdan
berada dalam peringkat yang sejajar satu samaltaiapendensi dan kesejajaran
dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukanr dgdiga lembaga negara ini
bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berkiasaprinsipchecks and
balances®

Negara yang menganut sistem demokrasi, mutlak adaaryai politik dan
pemilihan umum. Partai politik dan pemilihan umumrsebut merupakan

instrumen dalam mewujudkan demokrasi.

° Yosawan, Dana Eka. 2014&ajian Yuridis Mekanisme Verifikasi Penyelesaiakal Pasangan
calon Kepala Daerah Kabupaten Lumajang oleh Konfsimilihan Umum Daerah (KPUD)
Kabupaten Lumajand-akultas Hukum Universitas Negeri Jember. him132-

1% 1bid. him. 14.

10
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Seperti dikemukakan oleh A. Dahl dikutip oleh Jumntknyatakan bahwa
suatu negara menjalankan demokrasi apabila memansati-unsur!

1. Freedom to form and join organization (Ada kebebas#uk membentuk
dan menjadi anggota perkumpulan);

2. Freedom of expression (Ada kebebasan ataksn pendapat);

3. The right to vote (Ada hak untuk memberikan suaakm pemungutan
suara);

4. Eligibility of public office (Ada kesempatan untukpilih atau menduduki
berbagai jabatan pemerintahan negara);

5. The right of political leaders to compete for supp@nd votes (Ada hak
bagi pemimpin politik berkampanye untuk memperotklkungan atau
suara);

6. Alternative sources of information (Terdapatbd&®pa sumber
informasi);

7. Free and fair elections (Adanya pemilihan yangrjd@an bebas);

8. Institutions for making government politics depeowl votes and other
expressions of preference (Lembaga - lembaga yamgmbuat
kebijaksanaan bergantung kepada pemilih).

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatoaiatgang diterima
dan dipakai oleh hampir seluruh Negara di duniai-c@i suatu pemerintahan
demokrasi adalah sebagai beriktit:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam gaetilan

keputusan politik, baik langsung maupun tidak lamgs(perwakilan);

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindunghadi@p hak-hak

asasi rakyat (warga negara);

" Syahuri, Taufiqurrohman. Putusan Mahkamah Karstit tentang Perselisihan  Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan dadadang No.24 Tahun 2003urnal
Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu Volume 1l Kor 1. Juni 2009. Membangun
Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya S#&akonstitusi. Sekretariat Jendral dan
Eepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonekad&arta. 2009.

Ibid.
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3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negaranda&gala
bidang;

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakinranigdependen
sebagai alat penegakan hukum;

5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh waggaa,;

6. Adanya pers (media masa) yang bebas untuk menykampiformasi
dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintahan;

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyaingaduduk di
lembaga perwakilan rakyat;

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, knteenentukan
(memilih) pemimpin negara dan pemerintahan sertmaeta lembaga
perwakilan rakyat;

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, (agkma,
golongan dan lain sebagainya).

Adanya kehendak untuk membentuk suatu pemerintgdnag demokratis,
memberikan konsekuensi nilai-nilai demokratis teuteharus tercermin dalam
pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan terggabila dilihat secara
teoritis, maka nilai-nilai demokratis dari suatinpelenggaraan dapat terlihat dari
adanya pemberian ruang bagi masyarakat untuk dpatdoerperan aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Peran aktif yangkdamini dapat dilakukan
melalui pertama pemberian serta masukan dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangun&edua upaya pengawasan yang dilakukan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan yang tidak kafatingnya yandcetigayaitu
nilai-nilai demokratis tersebut terlihat dari adanmyang bagi masyarakat untuk
dapat ikut menentukan orang-orang yang dapat memggarakan pemerintahan
tersebut:?

13 Elektison Somi, Upaya Mewujudkan Komisi Pemilih&hmum Provinsi yang Memiliki
Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, n#lr Konstitusi (P3KP) Fakultas Hukum
Universitas Jambi Volume II Nomor 1, Juni 2009, Memgun Konstitusionalitas Indonesia,
Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, Sekretamadradl dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diseleagganya pemilihan
umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Oleh thanga, tanpa
terselenggaranya Pemilu maka hilanglah sifat deatisksuatu negara. Demikian
pula, agar sifat negara demokratis tersebut dagmnin oleh adanya Pemilu,
maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakamasbegkualitas. Di dalam
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 28dthng Penyelenggara
Pemilu yaitu: “ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan W@ia secara demokratis
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasd&kacasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845,

2.1.2 Konsep Demokrasi dalam Pemerintahan Negara

Menurut Antony Gidden, demokrasi pada intinya addatmatu sistem
politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggkanlah raja atau
bangsawan. Di Indonesia sendiri, demokrasi bagigiah kalangan dipersepsikan
secara beragam. Sebagian kalangan memaknai demogkefimgai suatu
keniscayaan sejarah. Walaupun konsep demokrasatad@nsep barat namun
konsep - konsep kunci bahasa politik bangsa kitzerssrnya syarat dengan
muatan demokratis. Konsep seperti musyawarah - katyf&edaulatan rakyat
adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah desnokia Indonesia.
Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid bahwenakrasi Indonesia
adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagat (uaiyesssuai kondisi Indonesia
dan tingkat perkembangann¥a.

Jadi tepat sekali rumusan yang menyebutkan “kethaulzerada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undangriaisasebagaimana yang
disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Atangde kalimat lain, demokrasi
yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi ydikgwal atau dijaga oleh

norma hukum dasar, bukan demokrasi atas dasar aenaéh suara mayoritas.

4 pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 28hfang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

!5 Kartiko, Galuh. Sistem Pemilu dalam Perspektif Dkrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi PKK
Universitas Kanjuruhan Malang Volume Il Nomor 1niJ@009. Membangun Konstitusionalitas
Indonesia, Membangun Budaya Sadar BerkonstituskreBiat Jendral dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakart@920
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Di sinilah letak arti pentingnya lembaga peiediMahkamah Konstitusi (MK)
yang telah diberi tugas oleh UUD 1945 sebggemjaga konstitusi, demokrasi
dan hak asasi manusia, agar senantiasa penerapaokrdsi berjalan sesuai
norma konstitust®
Ketentuan ini memberikan landasan yang kuat bagigba Indonesia
dalam membentuk pemerintahan yang demokratis. Metukepemerintahan
dari, oleh dan untuk rakyat yang sering disebut aleasi yang dalam bahasa
latin dikenal dengan istilaldemos dan crateinSistem pemerintahan yang
demokratis meletakkan kedaulatan dan kekuasaadédraangan rakyat.
Paham Negara demokratis ini sudah diterapkan hamn@eluruh negara
di muka bumi, baik pada negara kerajaan atau rigpuBhham demokratis ini
banyak dikuti karena demokrasi sendiri didasarh aldai-nilai yang positif dan
mengandung unsur-unsur moral universal sebagaiyarg@diungkap oleh Henry
B. Mayo. Ada enam prinsip yang terkandung dalamalessi, yaitu*’
1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melamnbag
2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secamsidialam suatu
masyarakat yang sedang berubah,
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,
Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaaagalalam
masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman apatd
kepentingan serta tingkah laku, dan
6. Menjamin tegaknya keadilan.
Sesungguhnya demokrasi mengandung nilai moral gaikgsebagaimana
diuraikan di atas, akan tetapi kalau dalam penerdpiak didampingi dengan
perangkat norma hukum, dapat saja demokrasi itujadietidak terkendali.

6 Syahuri, Taufiqurrohman. Putusan Mahkamah Kaorsiti tentang Perselisihan  Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan dadadang No.24 Tahun 2003urnal
Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu Volume 1l Kor 1. Juni 2009. Membangun
Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya S#&#akonstitusi. Sekretariat Jendral dan
1K7epaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonek&arta. 2009.

Ibid.
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Jargon yang menonjol dalam demokrasi adalah uktbranar”, “menang” atau
“kuat” dan “salah”, “kalah” atau “lemah” dikaitkadengan jumlah dukungan
suara. ltulah sebabnya para ahli pikir klasik sep@lato dan Polibyus
memandang bahwa demokrasi bukanlah merupakan rpitdrdaik bagi sistem
pemerintahan, karena demokrasi yang "liar” dapatujbag pada kehidupan
anarkis yang pada akhirnya dapat mengundang s&tegati atau tiran. Dengan
demikian kesatuan antara demokrasi dan hukum mieanpglan terbaik agar
kehawatiran pemikir klasik tersebut tidak akan adij Demokrasi dijalankan
berdasarkan hukum,dan hukum dijalankan berdasaldsaokrasi.

Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatiyat tersebut yaitu
diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihanuom Menurut Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggarailiRean Umum,
diketahui bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Urfnemilu), adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggars&eara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kasatlepublik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang DasardN&gpublik Indonesia
Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian inursgguhnya juga harus
dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Insiandukan hanya
kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umbsbas, dan rahasia), tetapi
lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu benpemerintahan yang
demokratis yang ditentukan secara jujur dan*&dil.

Kebutuhan akan pemerintah tersebut memerlukan mszka pemilihan
khusus agar pemerintahan yang terpilih dapat neeah harapan dari
pemilihnya. Dalam perkembangan teori demokrasi dekanisme pemilihan
pemerintahan yang mewakili rakyat itu lahirlah kemspemilihan umum
(Pemilu). Menurut Colin Turpin dan Adam Tomkins atalBritish Government

and the Constitutionmengutip pernyataadoseph Schumpetesebuah negara

8 Syahuri, Taufiqurrohman. Putusan Mahkamah Karsiti tentang Perselisihan  Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan dadadang No.24 Tahun 2003urnal
Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu Volume 1l Kor 1. Juni 2009. Membangun
Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya S#&#akonstitusi. Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indoneka&arta. 2009.
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dapat dinyatakan menganut paham demokrasi apaditlapat tatanan yang
membuat rakyat mampu menentukan, menerima ataulakeseseorang untuk
memimpin merekalfemocracy, says Schumpeter, mean only that thdebape

the opportunity of accepting or refusing the marare to rule thein™®

2.1.3 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Di Indonesia, salah satu perubahan yang signifisa@bagai akibat
Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cargigi@n jabatan dalam
lembaga legislatif dan eksekutif, baik ditatararsioaal, maupun lokal, harus
dilakukan dengan cara pemilihan, tidak boleh dengama penunjukan,
pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan iaskars lebih demokratis,
sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaiy@agatercantum dalam Pasal
1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia yaitu bahMedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Uigdddasar’. Negara
demokratis juga dikemukakan parthe founding fathersyang sangat
mengkhawatirkan munculnya negara kekuasaan jikk titegaskan dalam UUD
NRI Tahun 1945, yang terkait dengan hak-hak rakgaig paling dasar, antara
lain hak mengeluarkan suara, kemerdekaan berpiangeluarkan perasaan, hak
berkumpul, bersidang dan lain-ldth.

Indonesia telah mengalami perubahan politik yangitbedrastissejak
reformasi berlangsung. Negara yang tadinya tidakngeeal demokrasi,
karena dipimpin selama sepertiga abad oleh rezimg paoriter, berakhir sudah.
Rakyat Indonesia sudah mulai bosan dengan rezintest&kepemimpinan orde
baru, sehingga masyarakat menginginkan kepemimpipamg benar-benar
demokratis di semua lini, baik eksekutif &ag pusat (presiden) maupun
eksekutif tingkat lokal (Gubernur dan Bupati). Démasi tipe orde baru di
mana pemimpin dipilih oleh legislatif sudah dirdstak sesuai lagi dengan era

demokrasi sekarang ini. Masyarakat bisa saja tidal figur pemimpin mereka

19 Jimly Asshiddigie. 2005Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokragiakarta. Konstitusi
Press. him. 215-216.

%0 Sekretariat Negara Republik Indonesia. 19®8alah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapamterdekaan Indonesia (PPKDakarta.
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karena partai politiklah yang sangat berperan dalaatu pemilihai?

Demikian juga Glynn Ford, Ketua Pemantau Uni Eropanyatakan:

“Pemilu Indonesia adalah yang terkompleks di dunianana ada tiga kali
pemilihan. Sebagai negara Muslim terbesar di dud@n negara demokrasi
terbesar ketiga di dunia, Indonesia mempunyai pgvanting bagi masyarakat
Uni Eropa dan dunia”

Apabila dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu dapakatakan berkualitas,
apabila Pemilu dapat menghasilkan wakil-wakil rakglan pemimpin negara,
yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyaraktd, meningkatkan harkat
dan martabat bangsa dan negara di mata masyanékatasional.

Dalam situasi jumlah masyarakat dewasa ini yangcayai jutaan, tentu
sajadirect democracytidak mungkin lagi diterapkan dan secara etis pahini
tidak diperlukan. Yang terpenting adalah keputusgmitusan negara diambil
oleh orang-orang yang telah dipercaya dan ditumuéksyarakat demokrasi
representagi dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Disaén,
melemahnya basis rasional klaim-klaim kekuasaarg yistak bertumpu pada
kedaulatan rakyat. Membuat penguasa negara mal tieu memerlukan
persetujuan dan dukungan rakyat dalam menjalankeamepntahan, tanpa
dukungan, pemerintah tidak akan berlangsung efektibkan selalu dibayangi

oleh penolakan dan bahkan perlawaffan.

2.2 Teori Kewenangan
2.2.1 Pengertian Kewenagan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilahlyiasg digunakan
dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnydapet perbedaan
diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yanguti$ekuasaan formal”,

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang dibesikh Undang-undang

2L Nurhidayatuloh, Pilkada Langsung sebagai ProsesndRratisasi Pendidikan Politik
Masyarakat Lokal. Jurnal Konstitusi PSHK-Fakultasktim Universitas Islam Indonesia Volume
Il Nomor 1. Juni 2010. Membangun Konstitusionaitendonesia, Membangun Budaya Sadar
Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepanitersl@ihkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jakarta. 2010.

22 Hendry. 2012Pemilu dan Kisah Perjalanan 2 Rollalang. Bayu Media. him. 81-82
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atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau adstmatif. Karenanya,
merupakan kekuasaan dari segolongan orang terésmitkekuasaan terhadap
suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerinti@rgentut. Sedangkan
wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu deajakewenangan.
Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi patindan kekuasaan
untuk meminta dipatuhi.
Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh weweryaitg’™:

1. atribusi;

2. delegasi; dan

3. mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputubasluit)
yang langsung bersumber kepada undang-undang datemateriil. Atribusi
juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk resstgh wewenang
pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenaygag didapat
melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kemgan asli, karena
kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturarungng-undangan
(utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi atiertimbulnya
kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan iak, dichiliki oleh organ
pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikabags penyerahan
wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat petaban (pejabat Tata
Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengarpleayerahan, ini berarti
adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memblegasi (delegans)
kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Sigddgasi harus memenuhi
syarat-syarat tertentu, antara f4in

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak pata lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpaltkan

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturamgserg-undangan,

2 philipus M. Hadjon, TentangVewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid) Jasiitia,
Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Paraigan Bandung, Tahun XVI Nomor 1
Januari 1998hIm. 90.

**bid. hal. 94.
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artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada kedenuntuk itu

dalam peraturan perundang-undangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam huburigerarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), arting@legasi
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksawewenang
tersebut;

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegammberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenaisgbet.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepaalaalban.
Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepaaaalban untuk
membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negarpargamberi mandat.
Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, miedai tanggung jawab
tetap berada di tangan pemberi mandat, hal initddiflaat dan kata a.n (atas
nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yaimgliitkan oleh adanya
keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adadeiggting jawab si

pemberi mandat.

2.3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah instrumen atau alat yang diadaktan
dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kentalabatan, serta
untuk  menghindari  kesalahan-kesalahan, kecurangemrkng, dan
kelalaiankelalaian dalam penyelenggaraan pemegntakehingga maksud
dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan radkgi@m penyelenggaraan
pemerintahan sunguh-sungguh dapat diwujutfkavienurut penjelasan Pasal
18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pengawasan diamgksud dalam
ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan berlbagsan pemerintahan di

daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan staadakethijakan Pemerintah

» Manan Bagir. 2004Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 19%karta. Pustaka
Sinar Harapan.
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berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkak mengetahui
tujuan pengawasan, maka terlebih dahulu harus atiketbatasan definisi
pengawasan seperti diuraikan terdahulu, yaknigeisaha untuk mengetahui
sejauhmana pelaksanaan tugas yang dibebankan atitdéen menurut
ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Medifinisi tersebut, tujuan
pengawasan yaitu untuk mengetahui dan menilai kaagayang sebenarnya
tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakakséma sesuai rencana
atau tidak, sesuai dengan yang semestinya atdu tida

Di Indonesia hubungan antara pemerintah pusat darad merupakan
hubungan desentralistik sesuai dengan UUD 1945ukiydn ini mengandung
arti bahwa hubungan antara pemerintah pusat damtdaelalah hubungan
antara dua badan hukum yang diatur dalam undangrgndtentang
desentralisasi, tidak semata-mata hubungan ant@aHhan dan ataséh.
Dengan demikian maka pengawasan terhadap pemenntdaerah dalam
sistem pemerintahan di Indonesia lebih ditujukatukimemperkuat ekonomi
daerah, bukan untuk mengekang ataupun membatasjaRasan terhadap
segala tindakan Pemerintah Daerah oleh Pemerintesiat Rermasuk juga
keputusan-keputusan Kepala Daerah dan PeraturaralDaejak Otonomi
Daerah diberlakukan pertama kali (Undang-UndangIiNahun 1945) sampai
saat ini (Undang-Undang No. 23 tahun 2014), merigéga macam jenis
pengawasan yaitu:

1. Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasandyakgkan
oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemei@ahah untuk menjamin
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik. aRasgn umum
terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh Mentexiaid Negeri dan
Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Daerah sebagai W&emerintah di
daerah yang bersangkutan. Pengawasan ini juga dhpahami sebagai

pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas weéwenang

28 | pid.
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Pemerintah Daerah dan komponen dalam lingkunganariapen Dalam
Negeri. Jenis pengawasan ini diberlakukan pertaahicokrdasarkan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Atuteara Pokok
mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Bangak Mengatur dan
Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Selanjutnya ldik@tan lagi pada
tahun 1959 (berdasarkan Penpres No. 6/1959 darrd2eNp. 5 Tahun 1960,
tahun 1965 (berdasarkan Undang-Undang No. 18/1@&%),terakhir Tahun
1974 (berdasarkan Undang-Undang No. 5/1974 dan ngndadang No.
5/1979).

Konsep pengawasan jenis ini adalah dalam melakpesgawasan
umum Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Inspekturdial meliputi bidang
pemerintahan, kepegawaian, keuangan dan peralapmmbangunan,
Perusahaan Daerah dan yayasan dan lain-lain yae@umkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

2. Pengawasan preventif

Secara harfiah pengawasan preventif berarti perggawgang bersifat
mencegah (pengawasan yang dilakukan sebelum kegditaksanakan).
Artinya, pengawasan ini dilakukan untuk mencegaér ggmerintah daerah
tidak mengambil kebijakan yang bertentangan denmaaturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam pemahaman yang |gb#hasional, yang
dimaksud dengan pengawasan prevntif adalah pengawdsrhadap
pemerintahan daerah agar pemerintah daerah tidaletapkan kebijakan
yang bertentangan dengan kepentingan umum danup@raperundang-
undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundadgngan lainnya.

Bentuk pengawasan ini berupa ketentuan-ketentuag larlaku atau
prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam menggiarakan pekerjaan.
Lebih khusus lagi dinyatakan bahwa pengawasan jamismengandung
prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kdpatrah mengenai

pokok tertentu baru berlaku setelah ada pengega#jabat yang berwenang.
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Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah MebDtalam Negeri
bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daéraigkat | bagi
Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah TingkatidtubDlebih lanjut pada
Pasal 377 dan 378 Undang-Undang No. 23 tahun 2D&am sejarah
Otonomi Daerah sejak era Kemerdekaan (Undang-UnNand Tahun 1945)
sampai saat ini (Undang-Undang No. 23 Tahun 204#disjpengawsan ini
pernah tidak diberlakukan pada otonomi tahun 19&npres No. 6/1959)
yang hanya melakukan pengawasan umum dan repeesipada tahun 1999
(Undang-Undang No. 22 Tahun 1999) yang hanya menga@ngawasan
jenis represif.

3. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan ykakgadakan
setelah keputusan/ketentuan itu dilaksanakan. Wiypdadalah berupa
tindakan membandingkan apakah pekerjaan yang skeahgdilaksanakan
menurut kenyataan telah sesuai dengan ketentuantkah atau prosedur-
prosedur yang berlaku/ditetapkan. Dalam konsepootordaerah maka jenis
pengawasan ini dipahami sebagai pengawasan yangebpenangguhan atau
pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapla@erah baik berupa
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, KeputD$zRD, maupun
Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaPReamerintahan
Daerabh.

Pengawasan ini dilakukan dalam konteks jika pesatwyang dibuat
tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingaimuyrperaturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, dan/atau peraturanng@mng-undangan lainnya
(pasal 250 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 20d€pentingan umum
yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat |luag yencakup hal-hal
yang bekaitan dengan kepatutan atau kebiasaanbgaku di suatu derah
seperti norma agama, adat istiadat, budaya sesdita sserta hal-hal yang

membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekomiogngi. Peraturan
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perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaldaldm pasal tersebut
adalah UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Kepias Kepmen.
Sedangkan peraturan perundang-undangan lainnyaha®araturan Daerah
Provinsi dan/atau Keputusan Gubernur serta PeraturBaerah

Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati/Walikota yaeggatur hal sejenis.

2.4 Pemilihan Umum (Pemilu)
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum ( Pemilu )

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaukat@n rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebassiaaljujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkamaBidéanclan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun .#94&laras dengan
pengertian pemilihan umum, maka cara atau saratik unenentukan orang-
orang yang akan menjalankan roda pemerintahamghkdt daerah sering disebut
sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukadigrga masyarakat di
daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan wlarga negara Republik
Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atasilke¢aia yang merupakan hak
asasi mereka, yang telah dijamin oleh Konstituga,kyaitu UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu,gaanasyarakat di daerah,
berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harberdkesempatan untuk ikut
menentukan masa depan daerahnya masing-masinga #ita dengan memilih
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara lag&su

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfusgjsagai sarana
penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistengenkegaan pemilihan
umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersandikas kedaulatan rakyat.
Inti persoalan pemilihan umum bersumber padaa masalah pokok yang
selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketgfamaan, yaitu mengenai

ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, diantlemokrasi sebagai

?"pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terRengelenggara Pemilihan Umum.
8 Rozali Abdullah. 2005Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala BlaeBecara
LangsungJakarta. PT. Raja Grafindo Persada. him. 53.
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perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umuerupakan cerminan
daripada demokrasi.

Kegiatan pemilihan umum (general election) jugaupekan salah satu
sarana penyaluran hak asasi warga negara yangt saingapil. Oleh karena itu,
dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga nedatah keharusan bagi
pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyeleaggapemilihan umum
sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telattukan. Sesuai dengan prinsip
kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdautaka semua aspek
penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri punsprga dikembalikan kepada
rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaramdeqn hak-hak asasi apabila
pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilinenum, memperlambat
penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujueanvpakil rakyat, ataupun
tidak melakukan apa - apa sehingga pemilihan umidak tterselenggara
sebagaimana mestinga.

Sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undan@®8itahun 2014
yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai peanilikepala daerah diatur
dengan undang-undantf”.

Beberapa asas-asas pemilu, yaitu sebagai bétikut:

1. Asas demokrasi

Pemilu yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakgan untuk
rakyat. Rakyatlah yang memutuskan siapa-siapa ys@n duduk
dalam jabatan-jabatan parlemen itu.

2. Asas langsung

9 Kartiko, Galuh. Sistem Pemilu dalam Perspektif Dkrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi PKK

Universitas Kanjuruhan Malang Volume Il Nomor 1niJ@2009. Membangun Konstitusionalitas

Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstituskre®®iat Jendral dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakart@920

% Aziz Syamsuddin. Masalah dan Tantangan PelaksaRearilu Kepala Daerah di Indonesia,

disampaikan pada SIMPOSIUM NASIONAL “ Masalah daanfangan Menghadapi Pemilu

Presiden dan Pemilu Legislatif 2014”. diselenggarakleh Fakultas Hukum Universitas Jember
bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Rl dan asb$lengajar Hukum Acara Mahkamah
Konstitus di Hotel Panorama Jember. 16-17 Maref28in. 1-2.

31 http://www.academia.edu/1394325/Menata_Pengatéamilukada.pdf. diakses pada tanggal
15 Februari 2014 pukul 12.00 WIB.
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Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyarag@npemilihan
umum langsung dilakukan oleh rakyat. Rakyatlah ydaggsung
memilih para pejabat parlemen yang akan duduk dglhatan-jabatan
melalui pemilihan umum.

3. Asas umum

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyarag@npemilihan
umum itu diselenggarakan secara rakyat pemilih yéegstatus
sebagai warga negara.

4. Asas bebas

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyarag@npemilihan
umum itu diselenggarakan tanpa adanya tekananagakstimidasi,
dan bentuk pengekangan lainnya terhadap pemiliandainemilih
calon-calonnya yang akan didudukkan dalam jabatanny

5. Asas rahasia

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratf@npemilihan
umum diselenggarakan dengan melindungi kerahasipgihan
pemilih.

6. Asas jujur dan adil

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyargbleanilihan
umum yang dilakukan itu, baik oleh penyelenggarmifie peserta
pemilu, rakyat pemilih, lembaga pengawas, dan aparsegak hukum
termasuk lembaga peradilannya, bertumpu pada mlki-kejujuran
dan keadilan.

Asas-asas pemilu tersebut tidak hanya diharapklkadae mengisi dan
memberikan legitimasi kepala daerah dan wakil kepklerah, tetapi lebih dari
itu, memastikan bahwa pejabat yang dipilih itu bdyvenar sesuai pilihan rakyat.
Dalam hal ini, pelaksanaan asas-asas tersebut oiarerkualitas demokrasi.

Selama asas-asas pemilu tersebut tidak dijunjumggitidilaksanakan dengan
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konsisten dalam pelaksanaannya sekalipun - dilaksansecara langsung — maka
pemilukada tersebut belum dapat dikatakan demaskFfati
Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu seperti yangndskan Jimly
Asshiddigie ada 4 (empat:
1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimmpina
pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabahgyaakan
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi wargaraega

2.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dadra

Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)ik arovinsi
maupun kabupaten/kota, melalui ketentuan Pasalyad8 @) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dingataahwa “gubernur,
bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepataepintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Bsam ini telah menimbulkan
permasalahan bahwa Pemilukada dapat dilakukanasksagsung (seperti halnya
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, disingkdpr®s) atau secara tidak
langsung (oleh DPRD seperti yang dipraktekkan seeya dan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangeRetahan Daerah). Di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mertigga Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanraBaeupanya
menafsirkan ‘kepala daerah dipilih secara demokratiadalah : “dipilih secara
langsung oleh rakydt sehingga pemilihan kepala daerah kemudian dgaatikan
juga masuk rezim hukum pemilu, terlebih lagi sétekrbitnya Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilimum>*

32 |hi
Ibid.
% Jimly AsshiddigiePengantar llImu Hukum Tata Negara, Jilid Konstitusi Press, Jakarta, 2006,
him. 175.
% A. Mukthie Fajarop. cit.,him. 6-7.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PembriDgerah telah
memunculkan arus besar dalam sistem pemerintaharaljayaitu arus yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yanggatienarik dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah ketentuan mengpmmailihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah secara langsungntden ini merupakan hal
baru dan pertama kali dalam sejarah sistem perabantdaerah di Indonesia.
Undang-undang ini mengubah secara total sistemlipamikepala daerah yang
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 fdali999 yang
menyebutkan bahwa calon kepala daerah dan wakdl&egaerah dilaksanakan
dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekuramgikgnya dua pertiga
jumlah anggota DPRP.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di defaraturan Komisi
Pemilihan Umum yaitu? Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah selanjutnya disebut pemilu kepala daerahwlakil kepala daerah adalah
pemilu gubernur dan wakil gubernur atau bupati deakil bupati atau walikota
dan wakil walikota untuk memilih kepala daerah sadangsung dalam negara
kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasitaldndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1948.”

Pemilukada merupakan salah satu realisasi demokyasg pada
prinsipnya diselenggarakan sebadai :

1. Sarana mewujudkan kedaulatan rakyat;

2. Sarana masyarakat menyalurkan kepentingan polasimg-masing;

3. Sarana masyarakat memilih pemimpin politik dan kgtan

pergantian/ sirkulasi elit politik.

% http://repository.ipdn.ac.id/40/2/MODUL_PELATIHANPEMILIHAN_PILKADA.pdf. diakses
pada tanggal 25 Februari 2014 pukul 19.00 WIB.

% pasal 1 Nomor 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umunmbio9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerahaikil Kepala Daerah.

37 Wirdyaningsih, Tantangan dan Masalah Pemilu 2014n dPemilukada: Perspektif
Penyelenggara, disampaikan pada SIMPOSIUM NASIONALMasalah dan Tantangan
Menghadapi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif42016-17 Maret 2012 di Hotel Panorama
Jember, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukuivetsitas Jember, him. 1.
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Tata cara dan mekanisme pilkada sesuai dengan g+#diasiang Nomer 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaitetata diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetBpeaituran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tent@egubahan Atas
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pembeant®aerah menjadi
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomer 6 nTa&Q05 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pembarhéfgpala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah defgaaturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PenaRemerintah Nemer 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Penganglddn Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahapanaalksecara langsung
dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiajaantahap pelaksanaan. Tahap
Persiapan meliputi :

1. Pemberitahuan DPRD kepada KDH dan KPUD mengenakh@nya
masa jabatan Kepala Daerah.

2. Dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkeamajibntuk
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintala@nald kepada
pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawagmda DPRD.

3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan manca
penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang melipanetapan
tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk tRariRemilihan
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PP3%), Kddompok
Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta pé¢aho@mn dan
pendaftaran pemantau.

4. DPRD membentuk Panitia pengawas Pemilihan yangrayauerdiri dari

Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dakoh masyarakat.

Dalam tahap persiapan tugas DPRD semenjak menthéda berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah, DPRD paling lambat®0shtelah pemberitahuan
tersebut, sudah membentuk Panitia pengawas (parsaaspai dengan tingkat

terendah. Misal untuk pemilihan Gubernur Panwas viRsg Panwas
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Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan. Hal ini agaw®s dapat mengawasi
proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DP)aatangan Daftar Pemilih
Tetap (DPT), begitu juga proses pencalonan, kangasgmpai dengan
pemungutan dan penghitungan suara. Kepada KPURmdpknetapan jadwal
pelaksanaan Pilkada khususnya terhadap hari pertamguara, diminta kepada
KPUD untuk memperhitungkan waktu penetapan hariysgutan suara jangan
terlalu cepat, karena Kepala daerah dan Wakil Kepalerah terpilih baru dapat
dilantik sesuai dengan tanggal berakhirnya masataabKepala Daerah yang
lama. Walaupun dalam ketentuan tidak diatur laatagaktu paling cepat untuk
hari pemungutan suara. Tahap Pelaksanaan. Tahagksaean meliputi
penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran pgaetapan pasangan
calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suaghipergan suara, penetapan

pasangan calon terpilih serta pengusulan pasaraam @rpilih.

Penetapan Daftar Pemilih Untuk menggunakan hak hienWNRI harus
terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidgddang terganggu
jiwal/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pyhrberdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukunp.téteeski telah terdaftar
dalam daftar pemilih tetapi pada saat pelaksanaaneynyata tidak lagi
memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapaiggunakan hak
pilihnya. Penetapan daftar pemilih. dalam Pilkadenggunakan daftar pemilih
Pemilu terakhir di daerah yang telah dimutakhirldan divalidasi ditambah
dengan data pemilih tambahan digunakan sebagainbpkayusunan daftar
pemilih sementara. Daftar pemilih sementara disusumditetapkan oleh PPS dan
harus diumumkan oleh PPS ditempat yang mudah digangleh masyarakat
untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Seiampilih yang telah
terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalamdpdfemilih Tetap (DPT) diberi
tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengatukpemilin yang digunakan
setiap pemungutan suara. Dalam penyusunan daftatliipesementara diminta
kepada KPUD untuk melibatkan RT dan RW untuk meatag@nggapan

masyarakat.
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Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan PasanganResakmia pemilihan
adalah pasangan calon yang diusulkan oleh PartdikPatau Gabungan Partai
Politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekdkamangnya 15 % jumlah
kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehaaraisah dalam pemilihan
anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. DalamPheiai Politik atau
gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasanggon menggunakan
ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % jurleki DPRD apabila
hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahaka perolehan 15 % dari
jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atabaga& contoh jumlah kursi
DPRD 45 dikali 15 % sama dengan 6,75 kursi sehinggauk memenuhi
persyaratan 15 % adalah 7 kursi. Selanjutnya dandamelakukan penelitian
persyaratan pasangan calon diminta kepada KPULK s#lalu independen dan
memberlakukan semua pasangan calon secara adsletina serta berkoordinasi
dengan instansi teknis seperti Diknas apabila ljazgon diragukan. Begitu juga
apabila terjadi pencalonan ganda oleh Partai Ragar dikonsultasikan dengan
pengurus tingkat lebih atas Partai Politik yangshegkutan. Dalam melakukan
penelitian persyaratan pasangan calon agar dilakus@cara terbuka, apa
kekurangan persyaratan dari pasangan calon dan eneatfxan waktu agar
kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi phsangan calon. Bila ada
persyaratan yang belum lengkap agar diberitahukacepatnya untuk
menghindari prates dan ketidak puasan Partai Pa@tiu pasangan calon yang
bersangkutan. Didalam menyelenggarakan pemiliharbe@ur dan Wakil
Gubernur, KPUD provinsi menetapkan KPUD kabupatetdKsebagai bagian
pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan, gghidgerlukan langkah-
langkah koordinasi yang optimal. Kampanye dilakkanaantara lain melalui
pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran mefaddia cetak/elektronik,
pemasangan alat peraga dan debat publik yang dilakan selama 14 (empat
belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pegatan suara yang disebut
masa tenang. Terkait dengan kampanye melalui noed#k/elektronik, Undang-
undang menegaskan agar media cetak/elektronik nrekgsmpatan yang sama

pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan damamateri kampanye.
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Selain daripada itu pemerintah daerah juga diwajibkaemberi kesempatan yang
sama pada setiap pasangan calon untuk menggureddaia$ umum. Pengaturan

lainnya tentang kampanye adalah :

1. Pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dagrara secara lisan
maupun kepada masyarakat.

2. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cgrans tertib dan
bersifat edukatif.

3. Larangan kampanye antara lain menghasut atau merd@dba partai
politik atau kelompok masyarakat dan menggunakasilittes dan
anggaran pemerintah dan pemerintah daerah sertkukah pawai yang
dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendatigalan raya.

4. Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampangeadg melibatkan
PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan jumnmpikaye dalam
pemilihan.

5. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daeratval@ahKepala daerah
dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakaitdasyiang terkait

dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

Pengaturan Suara dan Penghitungan Suara Pemungui@mm adalah
merupakan puncak dari pesta demokrasi diselenggarpling lambat 30 hari
sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, ddakuklan dengan
memberikan suara melalui katok suara yang bermsionalan foto pasangan calon

di TPS yang telah ditentukan.

2.5. Komisi Pemilihan Umum ( KPU )
2.5.1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan : “ Pemmlihamum
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan UmunPUK yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri ”. Ini berarti bahwalKBebagai penyelenggara
pemilu mencakup seluruh wilayah negara kesatuaruliti&pindonesia yang

menjalankan tugasnya secara berkesinambungan das lbdari pengaruh pihak
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manapun disertai dengan transparansi dan pertaggguatan yang jelas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU, KPU Psgviolan KPU
Kabupaten atau Kota. Lembaga pertama adalah lerabaegyelenggara pemilu
di tingkat pusat, privinsi dan kabupaten atau lsateara berurutan. KPU provinsi,
sesuai degnan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 hadéanbaga
penyelenggara pilkada pada tingkat provinsi. abal undang-undang ini ada
dua perubahan mendasar yang mempengaruhi perdddnPiKovnsi. Pertama,
secara konstitusional, kedudukan, tugas, danemang KPU.

Kedua, peran KPU Provinsi dalam pilkada semdiesar setelah
pilkada masuk ke dalam rezim pemilu sehingga mempewhilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerh.

Struktur organisasi penyelenggara pemilihan umardiri atas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dg€omisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum selamyat disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yarsifdienasional, tetap dan
mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan unomisi pemilihan umum
provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalpényelenggara pemilihan
umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum rdvif3i. Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disihgkBU Kabupaten/Kota
adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugdaksanakan pemilihan
umum di Kabupaten/Kot&.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi daabiKipaten/ Kota
adalah institusi yang diberi kewenangan khusus kuntuenyelenggarakan
pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya, berdasarkasalP4 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, KPUD Provinsi dabufaten/ Kota dalam

% Nurhidayatuloh, Pilkada Langsung sebagai ProsesdReatisasi Pendidikan Politik Masyarakat
Lokal. Jurnal Konstitusi PSHK-Fakultas Hukum Unsitas Islam Indonesia Volume 11l Nomor 1.

Juni 2010. Membangun Konstitusionalitas Indoneslambangun Budaya Sadar Berkonstitusi.
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah KoasisRepublik Indonesia. Jakarta. 2010.

% pasal 1 angka 6- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahudri 26ntang Penyelenggara Pemilihan
Umum.
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menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah bertaggmuab kepada DPRD

Provinsi dan Kabupaten/ Kof8.

Bunyi Pasal 1 angkaBeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pembanh&®pala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah yaitu: “Komisi Pemilihan Umunad&rah yang selanjutnya
disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupat€ofa sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yiberi wewenang

khusus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untakyelenggarakan

pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.”

2.5.2. Syarat — Syarat Anggota KPU

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Prayiasau KPU

Kabupaten/Kota adalal:

1.
2.

Warga negara Indonesia;

Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 2bp(igih lima) tahun
untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendalti§a puluh)
tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPUufaten/Kota;
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negadany Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daa-cida
Proklamasi 17 Agustus 1945;

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, catl;

Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitanngde
penyelenggaraan Pemilu;

Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon angdd®dJ, KPU
Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajatkunalon anggota
KPU Kabupaten/Kota;

Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi antgg KPU dan di

wilayah provinsi yang bersangkutan bagi angdgd®d Provinsi,

“ http://repository.ipdn.ac.id/40/2/MODUL_PELATIHANEMILIHAN_PILKADA.pdf. diakses
pada tanggal 25 Februari 2014 pukul 19.00 WIB
4l pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201angnPenyelenggara Pemilihan Umum
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serta diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutgn &aygota KPU
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu taretalpduk;

8. Mampu secara jasmani dan rohani;

Mengundurkan diri dari keanggotaan partai polijiatan politik,
jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik NgBadan Usaha
Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan puoosagadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena maaktindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (tmha) atau lebih;

11. Bersedia bekerja penuh waktu;

12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatapeimerintahan dan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daeralaraa masa
keanggotaan apabila terpilih; dan

13. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengasanse

Penyelenggara Pemilu.

2.5.3. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam pamyghraan

pemilihan bupati/walikota meliputf

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan
bupati/walikota;

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/R&KK, PPS,
dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan pezhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;

3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk sédilagpan
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarketentuan
peraturan perundang-undangan;

4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubeserta

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

2 pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2@ffang Penyelenggara Pemilihan
Umum.
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5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengdmatalsemua
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikoexddsarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nietipan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggarpemilihan
bupati/walikota;

7. Memutahirkan data pemilih berdasarkan data kepergud yang
disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah denganperdatikan data
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/veédikerakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggarpemilihan
gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;

9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memepeitsyaratan;

10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pemgan suara
pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitutesil penghitungan
suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/koteyy#ersangkutan;

11.Membuat berita acara penghitungan suara serta nsndautifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepalki peserta
pemilihan Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU proyinsi

12.Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk resaigkan hasil
pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

13.Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan ditkan berita
acaranya,

14.Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepadalKmelalui KPU
provinsi;

15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panvkaslupaten/kota
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaraihgpn;

16.Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifsementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabukatan/dan
pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbuoiddlakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapayef@ggaraan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36

pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kaln/gata dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

17.Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemitihdernur, bupati
dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugaBU K
kabupaten/kota kepada masyarakat;

18.Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitaradgmgmilihan
gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundgaiggan dan
pedoman dan/atau KPU provinsi;

19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyeleagggsemilihan
bupati/walikota;

20.Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepadzewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam géig
bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;

21.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberiten KPU,
KPU provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketenfuamaturan

perundang-undangan.

2.5.4 Kewajiban KPU

KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyatewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatdbaePemilu Presiden dan
Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, walikota berkewajibaft®

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pecaltasepat waktu;

2. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presahn wakil
presiden, dan gubernur dan bupati/walikota seaditadan setara;

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Perkiypada
masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggasuaisdengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

43 pasal 8 angka 4 Undang - Undang Nomor 15 Tahuf 28tang Penyelenggaran Pemilihan
Umum.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokuseeta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip gawgun oleh KPU
dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentperaturan
perundang-undangan;

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan glenggaraan
Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Ralerajan tembusan
kepada Bawaslu;

8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleRb yang ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU,;

9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepadaiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada dBawmling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan abrfjgnji pejabat;

10. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional,

11.Melaksanakan keputusan DKPP; dan

12.Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentpamaturan

perundang-undangan.

Dalam penyusunan aturan pemilihan kepala daerammig{ Pemilihan Umum
Daerah memegang peranan yang penting, khususnykenla@n dengan
penyusunan aturan, antara lain berisikan prograegiakan, jadwal waktu dan
pelaksanaan disetiap tahapan penyelenggaraan lpamikepala daerah/ wakil

kepala daeraft*

2.6. Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu )
2.6.1. Pengertian Panitia Pengawas Pemilu

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukanBalelaslu, Panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu KecamaPengawas Pemilu

Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negericar8e umum fungsi

“ http://repository.ipdn.ac.id/40/2/MODUL_PELATIHANEMILIHAN_PILKADA.pdf. diakses
pada tanggal 25 Februari 2014 pukul 19.00 WIB
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panwaslu dalam tahapan pilkada adalah ingin mekaastPasal 1 ayat (16)
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penygéeadg?emilihan Umum
secara tegas dinyatakan bahwa Bawaslu ProvinsPdawaslu Kabupaten/Kota
adalah  Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu ukint mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan Kalben/Kota. Di tingkat
Pusat ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedangka tingkat provinsi
dan kabupaten/kota ada Panwaslu (Panitia Pengaemdifan umum). Sama
dengan KPU, yang di daerah ada KPUD maka untuknggseasan juga
demikian. Pada prinsipnya secara struktural Rahwmerupakan perpanjangan
dari Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu mempunyai tugasgawasan atas tahapan
Pemilu yang dibuat oleh KPH.

2.6.2. Syarat — syarat anggota Banwaslu dan Panwasl|

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panmwdalovinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatata Bengawas Pemilu
Lapangan adalaff:

1. Warga negara Indonesia;

2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 3% (gtituh lima) tahun
untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rerdfaftiga puluh) tahun
untuk calon Bawaslu Provinsidan Panwaslu Kabunydtd#a, dan berusia
paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk caoggota Panwaslu
Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Uaddndang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-Bitaklamasi 17
Agustus 1945;

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, cetl;

> Nurhidayatuloh, Pilkada Langsung sebagai ProsesdReatisasi Pendidikan Politik Masyarakat
Lokal. Jurnal Konstitusi PSHK-Fakultas Hukum Unsitas Islam Indonesia Volume 11l Nomor 1.
Juni 2010. Membangun Konstitusionalitas Indoneslambangun Budaya Sadar Berkonstitusi.
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah KosisRepublik Indonesia. Jakarta. 2010.
“6 pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tgnkenyelenggara Pemilihan Umum.
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5. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yangk&iean dengan
pengawasan;

6. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon ang@ataaslu, Panwaslu
Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpéaidoaling rendah
SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwasluariatan dan
Pengawas Pemilu Lapangan;

7. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk gota Bawaslu,
diwilayah provinsi yang bersangkutan untuk angdgeamwaslu Provinsi,
atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutatukuranggota
Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengamukartda penduduk;

8. Mampu secara jasmani dan rohani.

9. Mengundurkan diri dari keanggotaan pargailitik, jabatan politik,
jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Miégara/Badan Usaha
Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

10.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusagaglilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakuka@akipidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atab;!

11.Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatankstiral, dan jabatan
fungsional dalam jabatan negeri;

12.Bersedia bekerja penuh waktu; dan

13.Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahanldaan usaha milik
negara (BUMN) / badan usaha milik daerah (BUMD)as® masa
keanggotaan.

14.Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengsansa Penyelenggara

Pemilu.

2.6.3. Tugas dan Wewenang Bawaslu dan Panwaslu
Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilas@hnsi

4" pasal 75 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011rignenyelenggara Pemilihan Umum.
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2. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumea saelaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yadisgsun oleh
Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provingildsarkan pedoman
yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;

3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelais peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu;

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provimsiuk
ditindaklanjuti;

5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjaslerk@ngannya
kepada instansi yang berwenang;

6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagasardauntuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitangasheradanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya apaah
penyelenggaraan Pemilu oleh  penyelenggara BRemdi tingkat
provinsi;

7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendgeivasiu tentang
pengenaan sanksi kepada anggota KPU rmRipvisekretaris dan
pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti akekan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelexsgg&emilu yang
sedang berlangsung;

8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaeraiiu dan

9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberdteh undang-
undang.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota aéfalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilagbbpaten/kota

2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pela&s peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu;

3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa paerggdeaan

4. Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

“8 pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011rignfenyelenggara Pemilihan Umum.
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5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabojaita untuk
ditindaklanjuti;

6. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi

7. Kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

8. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasatuk u
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang Markadengan adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan texgamgp tahapan
penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu tidgkat
kabupaten/kota;

9. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekataen Bawaslu tentang
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Bakretaris dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yambuldi melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahaparyef@ggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung;

10.Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaeaaituP® dan

11.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yarigeridan oleh

undang-undang.

2.6.4 Kewajiban Panwaslu
Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajifan:

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tsig&an wewenangnya

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petsdsatugas
Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;

c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang beakadengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pergterandang-undangan
mengenai Pemilu;

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BaWwasVinsi sesuai
dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ataadssicin kebutuhan;

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada BawasluiriBrderkaitan
dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukah ®&@U

“9 pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011rignfenyelenggara Pemilihan Umum.
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Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya gbemggaraan
tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan

f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan nkeda peraturan
perundang-undangan.

Namun, dalam hal ini tentunya juga ada beberapalatasSeperti dalam
hal jika ada pelanggaran pada proses penpénwaslu tidak mempunyai
kekuatan hukum untuk menindak lanjuti berbageianggaran tersebut hanya
bisa meneruskan temuan tersebut dan melaporkanepad& pihak yang
berwenang. Contoh lain seperti dalam pelanggarasarbarkampanye, sebagai
anggota panwaslu, mereka hanya bisa meneruskamatapang diterima tersebut
ke bagian tata kota atau meminta bantuan Satpol dBRgan anggapan

pemasangan spanduk atau atribut pasangan tertemggenggu keindahan kota.

2.7. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) telah berlangssglgma kurang
lebih 5 (lima) tahun. Adapun, Pemilukada pertamia digelar pada bulan Juni
tahun 2005. Selama berlangsungnya Pemilukadayaka hal yang menarik
untuk disoroti. Secara umum, hal itu berkaitan @ngengaturan Pemilukada.
Selama ini pengaturan Pemilukada diatur dalam bebetUndang-Undang. Pada
tahun 1999, aturan Pilkada ditorehkan dalam UU RI@.2hun 1999. Pada tahun
2004, pemerintah menerbitkan UU baru, yakni UU MoTahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga dimyam&sh aturan - aturan
terkait Pemilukada.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Pemilukatik tselalu berjalan
mulus. Terdapat sejumlah hal yang terjadi yangytenbelum diatur selama ini
oleh UU terakhir. UU No0.23 Tahun 2014. Akibatnyaydapat sejumlah UU
ataupun peraturan-peraturan di bawah UU yang disetelahnya untuk
mengakomodir kekosongan hukum itu. Salah satu tdramya adalah UU No.12
Tahun 2008 yang mengatur tentang calon indepernderparseorangan.
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Di luar itu, ternyata masih terdapat hal-hal laamg ternyata belum dapat
di- cover oleh peraturan-peraturan yang ada. Bdhgn pada saat yang saat
bersamaan, di tahun 2010 ini, DPR memasukkan Rgaoatndang-Undang
(RUU) Pemilu Kepala Daerah ke dalam Program Legjidlasional (Prolegnas).

Mengingat masih banyaknya persoalan dalam Pemitukaohg belum
diatur, penataan pengaturan Pemilukada menjadttbpgnting untuk dilakukan

ke depannyd’

2.7.1 Syarat — syarat Kepala Daerah
Syarat-syarat untuk dapat diusulkan sebagai cadpall& daerah dan wakil
kepala daerah adalah warga negara Indonesia yamgmuéi syarat’

1. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UlJar&dRl tahun
1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, darmlaphegara kesatuan
Republik Indonesia serta pemerintah;

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutengkht Atas atau
sederajat;

4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil peraarikkesehatan
menyeluruh dari tim dokter;

6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkanspn pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena miadaktindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling lamauntatau lebih;

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pmtysengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat;

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedigkuthiumumkan;

0 http://www.academia.edu/1394325/Menata_Pengatéamilukada.pdf. diakses pada tanggal
15 Februari 2014 pukul 12.00 WIB.

°1 pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UnNmmor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepakxdh dan Wakil Kepala Daerah.
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10.Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara pexsgan dan atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabagg gnerugikan
keuangan negara;

11.Tidak sedang dinyatakan pailid berdasarkan putpeagadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

12.Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

13.Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagang belum
mempunyai NPWP, wajib mempunyai bukti pembayaraakpa

14.Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang menma#ara lain
riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta keluargadisag, suami atau
istri;

15.Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atial kepala daerah,
selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama; dan

16.Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

2.7.2 Prosedur Pelaksanaan Pemilukada

Pemilu/ Pemilukada sebagai acara 5 (lima) tahunamdibnesia selalu

menjadi euforia bagi setiap partai politik maupuasyarakat Indonesia yang

kemeriahannya sudah dirasakan bahkan sejak presékasi partai politik calon

peserta pemilu/ pemilukada dilaksanakan. Verifikedalah penelitian mengenai

keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopy kartda penduduk atau

dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya digtuganda, tidak adanya

pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adgmadukung yang sudah

tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersarngn, atau tidak adanya

pendukung yang tidak mempunyai hak pifih.

Di dalam Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan UmuamiBr 9 Tahun

2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara PencalonaiiiRen Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahRlt provinsi atau KPU

kabupaten/kota setelah menerima surat pencalonserthelampirannya, segera

%2 pasal 1 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan UnNmmor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepakxdh dan Wakil Kepala Daerah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

45

melakukan penelitian persyaratan administrasi dengeelakukan klarifikasi

kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menemasukan dari

masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentua

a.

Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kahbs berkas
administrasi surat pencalonan dan persyaratan gallomg lama 7 (tujuh)
hari;

Apabila ditemukan keganjalan atau dugaan ketidaktaendokumen yang
diajukan, KPU provinsi/kabupaten/kota melakukarrifkasi kebenaran
dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klasifitigertai berita acara
hasil klarifikas yang diketahui oleh instansi ydregwenang;

KPU provinsi’kabupaten/kota wajib memberitahukancasa tertulis
kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yadm bengkap atau
tidak memenuhi syarat dan alasannya;

Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambagl@mngkapan
berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tetajkap dan tidak
memenuhi syarat;

Pasangan calon dilarang mengubah/ membongkar/ mggkan kembali
dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang tdiajatakan
memenuhi syarat;

Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarksih Jegifikasi
dinyatakan telah memenuhi syarat administarsi, apapolitik atau
gabungan partai politik yang bersangkutan dilarangengubah/
memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah ksisipo
kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakaemenuhi syarat
administrasi;

Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau pearbkepengurusan
pimpinan partai politik dilakukan setelah dukunghmyatakan memenuhi
syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengarbadap persyaratan

pencalonan.
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2.7.3 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil ala Daerah
Tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daemahwvdkil kepala
daerah sebagai berikdt :
1. Kepala derah mempunyai tugas dan wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah [|sekdas
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. Mengajukan rancangan peraturan daerah;

c. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapgt&esetujuan
bersama DPRD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan dissramg APBD
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadildan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai derggaturan
perundang-undangan;

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai depgeaturan

perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan tugas, kepala daerah berwenang:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujusantee DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketergaeaturan
perundang-undangan.
3. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahankarang
melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagainmaalksdd pada
ayat (1) dan ayat (2).

*3 pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tefRamgerintahan Daerah.
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4. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masaaalsgbagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementakd,kepala daerah
melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

5. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa taleaarberhalangan
sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, selsretdaerah
melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. lagadpala daerah dan
wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahataan berhalangan
sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugasi-lsehh kepala
daerah.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas \@ewenang
kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanigas sehari-hari
kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimaiaégiid pada ayat (4)
sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan petaler

1. Wakil kepala daerah mempunyai tug¥s :

a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan imeatnen
daerah;

b. Membantu kepala daerah dalam rangka mengkoordaradiegiatan
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti lapoan/atau temuan
hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakaengayaan
perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengeanbaiag
pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penfeimta
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah prgvins

d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pentmemtali
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagl kegkala daerah
kabupaten/kota;

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepaleldakalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;

f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan yainpang

diberikan oleh kepala daerah;

* pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tefRamerintahan Daerah.
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g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerahlapgapala

daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, wakil kepalaadabertanggungjawab

kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggaritepala daerah sampai

habis masa jabatannya apabila kepala daerah mehingignia, berhenti,

diberhentikan, atau tidak melakukan kewajibannyanse 6 (enam) bulan secara

terus menerus dalam masa jabatarmya.

2.7.4 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeah

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagainmaksdd diatas,

kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajtban:

i

o g0 bk 0D

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, meldsabidang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19éBa s
mempertahankan dan memelihara keutuhan NegarauaesBRepublik
Indonesia;

Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
Melaksanakan kehidupan demokrasi;

Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perunagiaagngan;
Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan peaten

daerah;

7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah,;

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bdesitbaik;

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengeléiaaangan

daerah;

10.Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansiikadrdi daerah

dan semua perangkat daerabh;

11.Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan ripgéaman

daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

% pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor&iii 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
% pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tefRamerintahan Daerah.
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PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Panwaslu Dalam Tahapan Pengawasamitiekada di Kota

Mojokerto.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bedssalundang —
undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesiikadiewenangan, artinya
barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewesramjeh undang — undang,
maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu tersidatn kewenangan itu.
Kewenangan atribusi menunjuk pada kewenangan ysihgtas dasar konstitusi
(UUD) dan Undang — Undang. Kewenangan tersebutedkén kepada suatu
institusi pemerintah atau lembaga negara oleh swstan legislatif’’

Kewenangan pemerintah mewujudkan penyelenggaraamlifpggn umum
yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, agdil, dan demokratis
diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilimaum. Pada pasal 69
ayat 1 Undang — Undang Nomor 15 tahun 2011 mengathkhwa pengawasan
penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh BanwaslunBsalu Kab/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan, dan PengasvasduP_uar Negeri.
Adapun kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kwaurut Undang —
Undang Nomor 15 tahun 2011 adalah sebagai berikut :
3.1.1Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada di Mjah

Kab/Kota yaitu di wilayah Kota Mojokerto
1. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih
Pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepelarah
Kota Mojokerto Tahun 2013 penyerahan data pendpdtsgnsial pemilih
pemilu (DP4) dari pemerintah Kota Mojokerto kepad®U Kota
Mojokerto yang baru diperoleh 4 april 2013. Pen@am pemutakhiran

DP4 berlangsung selama 1 bulan.

>’ Daim, Nuryanto A., 2014, Perbandingan Penyeleddialadministrasi oleh Ombudsman dan
Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam buku: Hukumiristimasi, Surabaya: Laksbang Justitia;
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Tabel. 3.1 Daftar DP4 Kota Mojokerto

DP4

NO KECAMATAN JUMLAH

1 Prajurit Kulon 44.112

2 Magersari 53.989
JUMLAH 142.213

Pengawasan pemutakhiran data pemilih dilakukan pétgawas
pemilu lapangan (PPL) sesuai wilayah kerjanya ngasiasing. Panwas
kecamatan dan pengawas pemilu lapangan melakukagawasan
terhadap pemutakhiran data pemilih oleh petugasufsdhiran daftar
pemilih (PPDP) dengan cara mendampingi petugas Ppada saat
melakukan pemutakhiran data pemilih.

Dari hasil pengawasan di lapangan masih ditemukakhdd
sebagai berikut :

a. Ditemukan data pemilih yang sudah meninggal dunia

b. Ditemukan data pemilih ganda

c. Masih terdapat warga masyarakat yang sudah mempbaka

pilih tapi belum terdaftar.

Dalam hal ini Panwaslu memberikan rekomendasi b&igada
PPK maupun PPS agar warga masyarakat yang terlemiak segera
dapat dimasukkan pada daftar pemilih.

Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Da&msta
Mojokerto tahun 2013 jumlah daftar pemilih tetap Kiita Mojokerto
adalah 94.063 orang.
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Tabel. 3.2 DPT Kota Mojokerto

No Kecamatan DPT JUMLAH
Laki-Laki Perempuan
1 Prajurit kulon 20.503 21.380 41.883
2 Magersari 25.082 26.879 51.961
JUMLAH 45.585 48.529 93.844

2. Pengawasan Pencalonan

2.1. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Pengawasan pada tahap ini pendaftaran dan pengbagangan
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotgokoto tahun
2013 dilakukan vyaitu dengan mengawasi pelaksanaanfikasi
administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PESadap dukungan
calon perseorangan yang dibuktikan dengan dukubgampa foto copy
KTP/Kartu identitas lainnya.

Panwaslu Kota Mojokerto bersama Panwaslu kecanmsghmuh
Kota Mojokerto, melakukan pengawasan terhadap digkurpasangan
calon dari jalur perseorangan Bapak Iwan Sulistieriedy Seoharto dan
pasangan Bapak Drajat Satriaji — Yanto. Adapun aeagannya
dilakukan dengan cara sampling verifikasi dan klasi terhadap

pendukungnya.

2.2.Pengawasan Penetapan Pasangan Calon
Pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Da&eta

Mojokerto tahun 2013, KPU Kota Mojokerto menentapl& pasangan
calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yamtitédma pasangan
calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungamtg politik dan dua
pasangan calon dari calon perseorangan/indepeKdemudian KPU Kota
Mojokerto menetapkan nomor urut pasangan calon ldepaerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tahun 2013 aldae@bagai berikut :
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1. Pasangan No urut 1 : Achmad Rusyad Manfaluti — yRisd
Harintoko.

Pasangan No urut 2 : Drajad Satriaji — Yanto .

Pasangan No urut 3 : Mas’'ud Yunus — Suyitno.

Pasangan No urut 4 : Iwan Sulistiono — Edy Soeharto

Pasangan No urut 5 : Ayub Busono Listiyawan — Mdilya

o 0k w D

Pasangan No urut 6 : Hendro Suwono — Warsito.

3. Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye ditujulRtark
mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan kampdjajankan
sesuai aturan perundang-undangan yang ada, tidalemakan anak-
anak, tidak melakukan money politics, dan hal-laéh lyang melanggar
aturan. Adapun dalam pengawasan kegiatan kampamge dilaksanakan
oleh tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakilikota Kota
Mojokerto yang ada di Kota Mojokerto ditemukan agarmal-hal yang
melanggar pearturan Walikota Mojokerto Nomor 19utal2013, yaitu
pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kasnpBrantaranya
adalah dalam pemasangan alat peraga kampanye baapak berada
disekitar lingkungan tempat pendidikan, tempat @tadan sebagian yang
jaraknya kurang dari 25 meter. Terhadap hal tetsePanwaslu kota
Mojokerto memberi surat rekomendasi kepada Satpokéta Mojokerto
untuk melepasnya.

Dalam hal pengawasan dana kampanye, Panwaslu Kajtzk&tto
tidak dapat secara langsung mengawasi pelaksarmam@ena dana
kampanye untuk Kkegiatan kampanye untuk kegiatan pkage
Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 dilaporkan ddgp KPU kota

Mojokerto dan diawasi langsung oleh Bawaslu.
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4. Pengawasan Masa Tenang

Tahapan masa tenang yang dijadwalkan ole KPU atatajgal 26
— 28 Agustus 2013, dimana masing-masing pasangkm can tim
kampanye diharuskan melepas dan membersihkan exiagg kampanye.
Ini sebagai wujud kepatuhan kepada undang-undangoN@2 tahun
2004 bahwa pada masa tenang alat peraga kampamge dumlah bersih
menjalang 3 hari pelaksanaan pemungutan daan pengan suara.
Pengawasan terhadap masa tenang ini dimaksud omeuketahui dan
memastikan bahwa pada masa tenang ini tidak tgugldnggaran seperti
money politics, serta melakukan kegiatan-kegiatamgyberbau kampanye
dan lain-lain.

Proses pelaksanaan masa tenang di Kota Mojokexteatlidengan
surat dari Panwaslu Kota Mojokerto kepada Tim KamypaPasangan
calon Walikota dan Wakil Walikota yang ada di Maolo untuk
menghentikan kegiatan kampanye baik dalam bentyat raerbuka,
pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanyesaegaa alat peraga
diluar ruangan, maupun pemasangan alat peraga kgmpamedia cetak
dan pemasangan iklan/kampane di media elektronidapAn surat
tersebut kita sampaikan dengan tujuan untuk meal@pt situasi dan
kondisi pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 di &dflojokerto tetap
berjalan aman, lancar, tertib, dan kondusif.

Selanjutnya meskipun sudah ada surat dari PanwHslia
Mojokerto perihal pengentian kegiatan kampanye gdanertiban alat
peraga kampanye tersebut, ternyata masih ada tmpdaye pasangan
calon yang belum membersihkannya, maka pada ta@jgabustus 2013
mulai pukul 09.00 WIB Panwaslu Kota Mojokerto demgajarannya
sampai dengan PPL seluruh Kota Mojokerto bersammesiengan Satpol
PP Kota Mojokerto menertibkan alat peraga kampapgag masih

terpasang tersebut sampai dengan tanggal 28 Ag2B13s
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5. Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan fangutan
Suara
Adapun jumlah surat suara untuk Pemilukada Kota okeijto
tahun 2013 yang diterima oleh KPU Kota Mojokertalatl sebanyak
96.308 lembar. Sedangkan untuk pendistribusiiaatsuara Pemilukada
Kota Mojokerto tahun 2013 dilaksanakan dengan phasdari KPU Kota
Mojokerto pada tanggal 25 Agustus 2013, kemudiaerajpkan dan
dikemas oleh PPK dikantor KPU Kota Mojokerto padaggal 26-27
Agustus 2013. Kemudian pada tanggal 28 Agustus gdisStribusikan ke
PPS, dan pada tanggal 29 Agustus 2013 jam 04.30didiBtribusikan ke
KPPS.

6. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan
Pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungara sua

dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan baha@a pnasa
pemungutan dan penghitungan suara benar-benar siesiggn peraturan
yang ada. Pada masa pemungutan dan penghitunganisumerupakan
masa yang sangat krusial, sehingga pengawasan rpada ini perlu
dipertajam untuk menghindari hal-hal yang dilaratgh undang-undang
dan untuk terjaminnya Pemilu yang langsung, umwhab, rahasia, jujur,
dan adil, agar tidak terjadi rekayasa pengurangataupan
penggelembungan suara. Bahwa dalam rangka pelaisdngawasan
Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dmaekota
Mojokerto tahun 2013, maka Panwaslu Kota Mojokeartelaksanakan
bimbingan teknis Pengawas Pemilu Lapangan (PPLyrgel Kota
Mojokerto terkait tahapan kampanye dan pungut gitlPanwaslu Kota
Mojoketo juga menginstruksikan kapada Panwaslu Ketan, PPL
seluruh Kota Mojokerto untuk melakukan pengawasaetidp TPS dan
memperhatikan;

a. Pukul 07.00 WIB KPPS memulai Pungut Hitung.

b. Ketua KPPS mengambil sumpah kepada anggotanya.
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c. Ketua KPPS mengecek Saksi Pasangan Calon sesudatmnemg
diberikan.

d. DPT diberikan kepada saksi dan PPL serta ditempetkadepan
TPS/gambar pasangan calon ditempelkan di depan TPS.

e. Ketua KPPS mensosialisasikan kepada masyarakaliipecara
mencoblos.

f. Kotak suara yang berisi surat suara dikosongkan ukéan
dihitung dan disesuiakan dengan DPT tambah 2,5%4 suara.

g. Ketua KPPS memulai dengan memanggil nama-nama isesua
dengan DPT.

h. Pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WIBnjdilkan
dengan penghitungan surat suara.

I. Anggota KPPS memperlihatkan surat suara yang dsoképada
saksi pasangan calon, PPL dan masyarakat yang pad# saat
penghitungan suara.

j.  Anggota KPPS menuliskan hasil penghitungan suada partas
plano yang telah disediakan.

k. Anggota KPPS merekap hasil penghitungan suara dsinpdda
formulir C-1 KWK KPU berita Acara, Sertifikat BegitAcara, dan
Salinan Berita Acara.

l.  Formulir C-1 KWK KPU Berita Acara, Sertifikat BesitAcara dan
Salinan Berita Acara diserahakan kepada saksi pasanalon,
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan ditempelkarempat
umum oleh KPPS.

m. KPPS meyerahkan formulir C-1 KWK KPU Berita Acara,
Sertifikat Berita Acara dan Salinan Berita Acarpdda PPS.

Berdasarkan Surat Edaran Banwaslu Kota Mojokertan®o
450/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013 maka mengintruksikakapada
Panawaslu Kota Mojokerto bahwa bagi pemilih yandasg membawa
HP dan atau menggunakan HP di TPS untuk dititipheh petugas TPS.
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Panwalu Kota Mojokerto menyampaikan dan menginstkalk kembali
kepada Panwascam seluruh Kota Mojokerto, untuk keateakan intruksi
Banwaslu tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bamvkash Mojokerto
dan KPU Kota Mojokerto Nomor 449/BAWASLU/-
PROV/JTM/VII/2013, bahwa bagi pemilih dalam keaddartentu yang
tidak membawa Form C-6 KWK dapat menggunakan hik pya atas

dasar rekomendasi dari Panwaslu Kota Mojokerto.

. Pengawasan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara
Penghitungan dan rekapitulasi di tngkat KPPS, PPE dan KPU
kota dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapitu :

1) Penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPPS piadeygal 29
Agustus 2013.

2) Penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPPS sebag
melaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013 daniaedamnya
melaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013.

3) Penghitungan dan rekapitulasi di tingkat PPK paalaggal 2
September 2013.

4) Penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPU koilakdanakan
pada tanggal 4 September 2013

Bahwa Panwalu Kota Mojokerto berdasarkan instrigaivasiu
Kota Mojokerto Nomor 436/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013telah
menginstruksikan kembali kepada Panwascam dan RRuk uwajib
mendapatkan salinan asli C-1 KWK, D-1 KWK dan DA-KWnstruksi
tersebut disampikan pada saat Rakor di kantor Pdnwata Mojokerto.
Atas instruksi tersebut PPL dan Panwascam seluath Klojokerto telah
mendapatkan seluruh salinan C-1 KWK, D-1 KWK dan-RWK. Dari
salinan yang ada kemudian Panwaslu membuat rekapitaternal yang
hasilnya sama dengan hasil Pleno KPU Kota Mojokgata dilaksanakan

pada tanggal 4 September 2013.
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Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhituiigaolehan
Suara oleh KPU Kota Mojokerto dalam Pemilukada Kdtgokerto tahun
2013 sebagaimana berdasarkan Berita Acara tentakgpRulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala DaerahWakil Kepala
Daerah Kota Mojokerto tahun 2013 di tingkat KotaelKPU Kota
Mojokerto telah dilaksanakan dengan lancar darktatia keberatan dari
saksi yang hadir. Dengan Perolehan suara sah ssukuh pasangan

calon dengan rincian sebagi berikut :

Tabel. 3.3 Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Waliala Daerah

No Pasangan Calon Hasil Presentase
Urut Perolehan
1 ACH RUSYAD MANFLUTI 3.686 5%
dan

RISDY HARINTOKO

2 DRAJAD SATRIAJI 1.571 2%
dan
YANTO

3 MAS’UD YUNUS 35.089 48%
dan
SUYITNO

4 IWAN SULISTIONO 1.125 12%
dan
EDY SOEHARTONO

5 AYUB BUSONO LISTIYAWAN 27.878 38%
dan
MULYADI

6 HENDRO SUWONO 3.493 5%
dan
WARSITO

JUMLAH SUARA SAH 72.842 -

JUMLAH SUARA TIDAK SAH 3.461 -

TOTAL PENGGUNA SUARA 76.303 81%
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3.1.2 Pengawasan Terhadap Pelanggaran Administrasi dan @&ana

Pemilukada di Kota Mojokerto.

Dalam Undang — Undang Nomor 15 tahun 2011 pasdan7/8 mengatur
bahwa Panwaslu Provinsi/Kabepaten/Kota berkewajibanyampaikan laporan
hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengarataRamilu secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan, menyampaikan temaanlaporan kepada
Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggangndilakukan oleh KPU
Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyebragg tahapan Pemilu di
tingkat provinsi. Sedangkan Panwaslu Kecamatanelejfban menyampaikan
laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraalu Bemwilayah kerjanya
kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, menyampaikan tendaa laporan kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adaogman pelanggaran yang
dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggupgnyelenggaraan
tahapan Pemilu di tingkat kecamatan.

Berikut ini laporan dugaan pelanggaran terhadapksahaan pemilukada Kota

Mojokerto menurut undang — undang penyelenggaraamlyp :

A. Pelanggaran Administrasi serta Penanganannya
1. Pelanggaran dalam Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Tahapan pendaftaran Pemilih ini, Panwasla Kédjokerto
menemukan pemilahan ganda sebanyak 111 (seratalasebrang,
sehingga panwaslu Kota Mojokerto memberikan rekatashn
perubahan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota Kkajm.
Rekomendasi ini disertai bukti-bukti daftar Pemilganda yang
memuat tentang nama, NIK ,dan alamat pemilih. Hasdbmendasi
Panwaslu Kota Mojokerto telah ditindaklanjuti olékPU Kota
Mojokerto dengan mencoret pemilih ganda tersebuigale nomor
surat 223/Panwaslu.Kota/Mjk/VI11/2013.
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2. Pelanggaran dalam Pencalonan
Dalam tahapan ini tidak terdapat laporan maupun uém
pelanggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa patikspeaan
tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepakradb Kota
Mojokerto tahun 2013 di Kota Mojokerto berjalan dan baik, dan
aman. Karena kegiatan inti dari tahapan pencalanarsemuanya
berada di tingkat Kota Mojokerto, yaitu di KPU Kd#ojokerto yang
di awasi secara langsung oleh Panwaslu Kota Mdjoker
3. Pelanggaran dalam Kampanye dan Dana Kampanye
Pada tahapan kampanye di kota Mojokerto ada Paratvialikota
No 19/2013 yang mengatur tentang Pemasangan aledgge
kampanye. Dengan berdasarkan peraturan tersebkid Ipagyak tim
kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakdl&&pmerah
Kota Mojokerto yang memasang alat peraganya metanggraturan
Walikota Mojokerto Nomor 19 tahun 2013 tentang PRaama
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota DERD,
DPR, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerakifsi Jawa
Timur, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daetatta
Mojokerto. Maka Panwaslu Kota Mojokerto memberik&urat
rekomendasi kepada tim Pasangan Calon Kepala DaamahVakil
Kepala Daerah Kota Mojokerto.
4. Pelanggaran dalam Masa Tenang
Pada masa tenang pemilukada Kota Mojokerto di Ktagokerto
diawali dengan surat dari Panwaslu Kota Mojokergpdda Tim
kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakdl&d&paerah
Kota Mojokerto tahun 2013 yang ada di Kota Mojokeuntuk
menghentikan kegiatan kampanyenya baik dalam beap# terbuka,
pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanyesaegaa alat
peraga di luar ruangan, maupun pemasangan alajgokamnpanye di
media cetak dan pemasangan iklan/kampanye di madkdronik.

Adapun surat tersebut disampaikan dengan tujuankunenciptakan
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situasi dan kondisi pemilukada Kota Mojokerto taf2013 di Kota
Mojokerto dapat berjalan aman, lancar, tertib, #andusif. Tetapi
meskipun sudah ada surat dari panwaslu Kota Mdjokperihal
penghentian kegiatan kampanye dan penertiban aetaga kampanye
tersebut ternyata masih ada tim kampanye pasarajam gang belum
membersihkannya, maka pada tanggal 26 Agustus 2Q4& pukul
01.00 WIB Panwaslu Kota Mojokerto dengan jajaranrsganpai
dengan PPL se-kota Mojokerto bersama-sama dendpol P Kota
Mojokerto menertibkan alat peraga kampanye yanghmaspasang
tersebut sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013wd3an Kota
Mojokerto mengeluarkan surat rekomendasi kepadpoS&P Kota
Mojokerto dengan Nomor : 194/Panawaslu.Kota/Mjk/R011.3.
Pelanggaran dalam Pengadaan dan Distribusi Perlenglpan
Pemungutan Suara

Pada pelaksanaan kegiatan pengadaan dan disténsngkapan
pemungutan suara, tidak ada laporan maupun temekmggaran
pemilu. Karena sebagaian besar proses pelaksangiatdee ini
berjalan dengan baik, lancar, dan aman.
Pelanggaran dalam Pemungutan dan Penghitungan

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suardihpemi
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotaokkajto
tahun 2013 yang berlangsung di kota Mojokerto tidakemukan
pelanggaran maupun laporan dari masyarakat maupesertp
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dadiata
Mojokerto tahun 2013.
Pelanggaran dalam Rekapitulasi Hasil Penghitunganara

Pada pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil pemgan suara,
tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran perKiarena
sebagian besar proses pelaksanaan kegiatan ialdregengan baik,
lancar, dan aman.
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8. Pelanggaran dalam Penetapan Hasil Pemilu
Pada pelaksanaan kegiatan penetapan hasil perndkk tda
laporan maupun temuan pelanggaran pemilu. Karenasepr

pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baikalaan aman.

B. Pelanggaran Pidana Pemilu serta Penanganannya
1. Pelanggaran Pidana dalam Penyusunan Daftar Pemilih
Tahapan penyusunan daftar pemilih suara pemilinaumnu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tah0h3 di Kota
Mojokerto tidak ditemukan dan tidak ada laporanagugpelanggaran.
2. Pelanggaran Pidana dalam Pencalonan
Tahapan pencalonan pemilihan umum Kepala DaerahWaiil
Kepala Daerah Kota Mojokerto tahun 2013 di Kota dkeyto tidak
ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran.
3. Pelanggaran Pidana dalam Kampanye dan Dana kampanye
Tahapan kampanye dan dana kampanye pemilihan unmepald&
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto taR0h3 di Kota
Mojokerto tidak ditemukan dan tidak ada laporanadugpelanggaran.
4. Pelanggaran Pidana dalam Masa Tenang
Pada masa tenang panitia pengawas pemilihan umuma Ko
Mojokerto tidak menemukan atau menerima laporan adag
pelanggaran pidana pemilu di Kota Mojokerto.
5. Pelanggaran Pidana dalam Pengadaan dan Distribusi
Perlengkapan Pemungutan Suara
Tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan gpriamsuara
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Caekata
Mojokerto tahun 2013 di Kota Mojokerto tidak ditekam dan tidak
ada laporan dugaan pelanggaran.
6. Pelanggaran Pidana dalam Pemungutan Suara dan Peniglmngan
Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemiliam
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojakéhun 2013
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di Kota Mojokerto tidak ditemukan dan tidak adadeg dugaan
pelanggaran.
7. Pelanggaran Pidana dalam rekapitulasi Hasil Perhitngan Suara
Secara umum rekapitulasi hasil perolehan pemilirtanm Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto taR0h3 di Kota
Mojokerto dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU dlarj dengan
baik dan lancar tidak ada keberatan dari masingasimg saksi

pasangan calon.

3.2 Cara Penyelesaian Pelanggaran Pemilukada oleh Pansla Yang

Terjadi Dalam Proses Pemilukada Kota Mojokerto

Dalam kedudukannya antara Panwaslu Provinsi/Kabuofi@bta dengan
Bawaslu mempunyai hubungan hirarki. Dengan kata, laecara struktural
Panwaslu merupakan perpanjangan dari Bawaslu.nHdbpat dilihat pada pasal
77 dan 78 Undang - Undang No. 15 tahun 2011 yangyatakan bahwa,
Panwaslu Provinsi/Kabepaten/Kota berkewajiban nmmpgakan laporan hasil
pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapatu Becara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan, menyampaikan temaanlaporan kepada
Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelangganandilakukan oleh KPU
Kota/Kabupaten yang mengakibatkan terganggunya gbemggaraan tahapan
Pemilu di tingkat Kota/Kabupaten.

Secara umum UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintalzemad membagi
pelanggaran Pemilukada menjadi dua jenis, yaitiangglaran yang tidak
mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan caépalek daerah dan
pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara gaasagalon dalam
Pemilukada. Pelanggaran yang tidak mempengaruhil hesolehan suara
meliputi pelanggaran administratif, sedangkan mgganan tindak pidana Pemilu
dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasarajan. 8entuk pelanggaran
yang dapat terjadi dalam pemilukada, tetapi segares besar Undang-Undang

Pemilu No. 10 tahun 2008 membaginya berdasarkasgédtjenis pelanggaran
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pemilu menjadi : Pelanggaran administrasi pemiklafggaran pidana pemilu,
perselisihan hasil pemilu.

a. Pelanggaran administrasi
Pasal 248 Undang - Undang Pemilu mendefinisikarbys¢an yang

termasuk dalam pelanggaran administrasi adalamggdaan terhadap ketentuan
Undang - Undang Pemilu yang tidak termasuk dalaterkean pidana pemilu
dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KP&hgan demikian maka
semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah diatasebagai tindak pidana,
termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

Contoh pelanggran administratif tersebut misalny@dak memenuhi bsyarat-
syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunaksitités pemerintah, tempat
ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanyek trdelaporkan rekening
awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kemagan larangan.

b. Tindak Pidana Pemilu

Pasal 252 Undang - Undang Pemilu mengatur tentadgk pidana pemilu
sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unganagi Pelanggaran ini
merupakan tindakan yang dalam Undang - Undang Beh@hcam dengan sanksi
pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu anfara adalah sengaja
menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangingrdain memberikan hak
suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidada umumnya, maka proses
penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan olehblgga penegak hukum yang

ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

c. Perselisihan Hasil Pemilu
Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu megnpasal 258
Undang - Undang Pemilu adalah perselisihan KPUpsm®rta pemilu mengenai
penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu @ecasional. Perselisihan
tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanyaadtgrh perbedaan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

64

penghitungan perolehan hasil suara yang dapat megapéhi perolehan kursi
peserta pemilu.

Sesuai dengan amanat konstitusi yang dijabarkamndaindang - Undang
No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, nyadselisihan mengenai
hasil perolehan suara diselesaikan melalui pemadidanstitusi di Mahkamah
Konstitusi. Satu jenis pelanggaran yang menurutddgendang No 15 tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi satahkewenangan Panwaslu
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah pgfangpemilu bersifat
sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepsmtinkepentingan dan
kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum dengamajiban hukum
(konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjaditest peserta dengan
penyelenggara maupun antara peserta dengan p&samggketa juga dapat terjadi
antara KPU dengan peserta pemilu atau pihak laing yimbul akibat
dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KRbij&kan tersebut, karena
menyangkut banyak pihak, dapat dinilai merugikapekgingan pihak lain seperti
pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lemipagaantau, pemilih maupun
masyarakat. Berbeda dengan Undang - Undang No &@nt&2003, yang
menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final damgikat, dalam Undang -
Undang KPU dan Undang - Undang Pemilu tidak adarkean yang menegaskan
bahwa Keputusan KPU yang dianggap merugikan kemoaghkintuk dirubah.

Pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaran ®&kedih Kota
Mojokerto tahun 2013 berdasarkan putusan Mahkamammsti€usi Nomor
113/PHPU.D-XI1/2013 adalah Perselisihan Hasil Petdgpala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tentang Sengketa Perselisihan Panetdpsil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepalarah yang timbul
akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputdddd oleh KPU Kota
Mojokerto, yaitu anatara pasangan calon Walikota @akil Walikota dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Caekata Mojokerto
Tahun 2013, Nomor Urut 5 dari kubu partai Demokdaingan pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umumpeé& Daerah dan Wakil
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Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Wutari partai PDI.
Kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menykbsaya adalah
pelanggaran pemilu bersifat sengketa menurut Untlaneang No 15 tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Berikut mekanisme atau tata cara penanganan panwdslam
menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilukadarat Peraturan Bawaslu
Nomor 2 tahun 2012 tentang tata cara dan penangaglanggaran pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

1. Pengawas pemilu melakukan penanganan temuardtapdugaan
pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdaspakia tempat
terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Setelaluéenatau laporan
pelanggaran memenuhi syarat formal dan materialigas penerima
laporan melakukan pemberkasan laporan pelanggBeakas temuan
atau laporan pelanggaran diteruskan kepada bagtaggs yang
menangani/mengkaji pelanggaran untuk dilakukan kegram dengan
menggunakan formulir Model A-6 KWK. Kajian bersifaghasia
selama belum diputuskan dalam rapat pleno.

2. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan pedaaggPanwaslu
dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihalgydiduga pelaku
pelanggaran, saksi dan/atau ahli untuk didengasrdegan dan/atau
klarifikasinya di bawah sumpah. Keterangan dan/kkadfikasi dibuat
dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formMbdel A-5 KWK.

3. Hasil kajian terhadap berkas dugaan pelanggaraardikan dalam
formulir Model A-6 KWK dikategorikan sebagai:
a.pelanggaran Pemilu;
b.bukan pelanggaran Pemilu; atau
c.sengketa Pemilu.

Dugaan pelanggaran Pemilu dapat berupa:
a.pelanggaran pidana Pemilu;
b.pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau

c.pelanggaran kode etik.
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. Rapat pleno Panwaslu memutuskan untuk menindakiaatpu tidak
menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaramgdbambat 7
(tujuh) hari setelah temuan atau laporan pelanggditerima. Dalam
hal pengawas pemilukada memerlukan keterangan tenbalari
pelapor untuk melengkapi laporan pelanggaran, wadnanganan
laporan pelanggaran diperpanjang paling lama 14o&erbelas) hari
setelah laporan pelanggaran diterima.

. Dugaan pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepaeayidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menajgaum formulir
Model A-7 KWK. Penerusan dugaan pelanggaran dilang@ngan
berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadiagaan
pelanggaran.

. Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskapadta KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatanngde
menggunakan formulir Model A-8 KWK. Penerusan dagaa
pelanggaran dilampiri dengan berkas dugaan pelaaggdan hasil
kajian terhadap dugaan pelanggaran.

. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemikruskan
kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelphtdskan dalam
rapat pleno Panwaslu dengan menggunakan formulideMa\-9
KWK. Penerusan dugaan pelanggaran dilampiri debgakas dugaan
pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pydaaig Bawaslu
menindaklanjuti penerusan dugaan pelanggaran kddkepada KPU
Provinsi atau KPU sesuai tingkatannya.

. Panwaslu menangani dan menyelesaikan laporan yaergifab
sengketa dan tidak mengandung unsur pidana. Pamamgengketa
mengacu pada Peraturan Bawaslu tentang penangamgelgsaian
sengketa Pemilu Kapala Daerah dan Wakil Kepaladbaer

. Status penanganan Temuan dan Laporan dugaan patangg
diumumkan di Sekretariat Panwaslu dengan mengguanéanulir
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Model A-10 KWK. Pemberitahuan status penanganamiaapdugaan
pelanggaran disampaikan kepada Pelapor melalui sura

Selanjutnya salah satu kewenangan dalam memutssligdran tentang
hasil pemilihan umum dan pemilukada adalah kewesmahnphkamah Konstitusi.
Pada pasal 236 C Undang — Undang Nomor 12 Tahu@ 2@hetapkan bahwa
penanganan sengketa hasil penghitungan suara pamiKepala Daerah oleh
Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitidalam rangka
melengkapi pengaturan tentang mekanisme persidadigéam penyelesaian
sengketa/perselisihan pemilukada itu, Mahkamah #ioss membentuk
peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beaadalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Di sampingtdtdapat hukum acara
Penyelesian Perselisihan Hasil Pemilukada (sebagairdiatur dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) yang nwinjandasan hukum
yang bersifat khusus. Di dalam Hukum Acara PenggesPerselisihan Hasil
Pemilukada telah diatur beberapa ketentuan yanggaten tentang cara atau
mekanisme dalam beracara, diantaranya adalah :

1. ketentuan tentang Para Pihak dan Objek Perselisihan
ketentuan tentang tata cara pengajuan permohonan,;
ketentuan tentang registrasi perkara dan penjadvsadang;
ketentuan tentang persidangan;
ketentuan tentang alat bukti;

ketentuan tentang Rapat Permusyawaratan Hakim; dan

N o O & 0D

ketentuan tentang putusan.

H

. Para pihak dan objek perselisihan

Para pihak yang dimaksud di sini adalah para pyekgy mempunyai
kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pdmnila, yaitu pasangan calon
sebagai pihak Pemohon, dan KPU/KIP provinsi atald/KWFP kabupaten/kota
sebagai pihak Termohon. Pemohon adalah subjek hukang memenuhi

persyaratan menurut undang-undang untuk mengajpkanohonannya kepada
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Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tetsebnentukan kedudukan
hukum atau legal standing suatu subjek hukum umtekjadi pemohon yang sah
dalam perkara hukumnya. Dengan perkataan lain, pemodiharuskan
membuktikan bahwa ia atau mereka benar-benar nkerfejal standing atau
kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajykamapat diperiksa,
diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh Matah Konstitusi.

Legal standing — personae standi in judicio addlak atau kedudukan
hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonanepard pengadilan —
standing to sue. Doktrin yang dikenal di Amerikails# tentang standing to sue
adalah, bahwa pihak tersebut mempunyai kepentiygaug cukup dalam satu
perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapakieputusan pengadilan atas
perselisihan tersebut. Standing adalah satu kongep digunakan untuk
menentukan apakah satu pihak terkena dampak seci&gp sehingga satu
perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Iniaddahtu hak untuk mengambil
langkah merumuskan masalah hukum agar memperoléisgru akhir dari
pengadilan.

Persyaratan standing dikatakan telah dipenuhidiégat dikatakan bahwa
Penggugat atau Pemohon mempunyai kepentingan matasecara hukum
dilindungi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah skitusi Nomor 15 Tahun
2008 dengan nampaknya sudah dengan sangat jelaniulegn bahwa para pihak
yang memiliki legal standing adalah : Pasangan iICKkepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagai Pemohon, dan KPU/KIP Provatau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagai Termohon. Sedangkan, Pas&sajan selain Pemohon
dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan|h@smilukada. Lazimnya
dalam praktik Hukum Acara Penyelesaian Perselisitiéasil Pemilukada,
Mahkamah Konstitusi memeriksa tentang kedudukanuimuKlegal standing)

Pemohon.

2. Tata Cara Pengajuan Permohonan
Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Peadlaksebagaimana

diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomordhun 2008 menentukan,
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bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghit suara Pemilukada
diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusigpéambat 3 (tiga) hari
kerja setelah Termohon (KPU) menetapkan hasil pangjan suara Pemilukada
di daerah yang bersangkutan. Permohonan yang diagitelah melewati tenggat
sebagaimana dimaksud tidak dapat diregistrasi.
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasmésia sebanyak 12
(dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemakeu kuasa hukumnya
yang mendapatkan surat kuasa khusus dari PemobonoRonan itu juga harus
memuat sekurang-kurangnya:
a. ldentitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopartki Tanda
Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada,
b. Uraian yang jelas mengenai:
1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkah
Termohon;
2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil pengbdn
suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penggéann
suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan uerseb

diajukan disertai alat bukti.

3. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang

Apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon utlals memenuhi
persyaratan dan kelengkapan permohonan, maka \gehgmjPanitera mencatat
permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkapdBuku Registrasi
Perkara Konstitusi (BRPK). Dalam hal permohonamtseimemenuhi syarat dan
belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikpangeg masih dalam
tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaledach Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 208@telah semua
diperbaiki, Panitera mengirim salinan permohonamgysudah diregistrasi kepada
Termohon, disertai dengan pemberitahuan hari sigertama dan permintaan

keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti ihgenghitungan suara yang
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diperselisinkan. Penentuan hari sidang pertamgdearberitahuan kepada pihak-
pihak ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari jeesejak permohonan tersebut

diregistrasi.

4. Persidangan

Sidang untuk memeriksa permohonan dapat dilakuketm Banel Hakim
dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga)ghakim konstitusi atau Pleno
Hakim dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) oranginmakonstitusi. Proses
pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusikukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a. Penjelasan permohonan dan perbaikan bila dipanukenhg
b. Jawaban Termohon;

c. Keterangan pihak terkait apabila ada;

d. Pembuktian oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Tedait
e. Kesimpulan.

Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah Konstituegiad melakukan
pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (videderence). Selain itu, untuk
kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi juggatimenetapkan putusan
sela atau putusan provisi (provisionele vonnis)gystkait dengan penghitungan
suara ulang. Putusan sela adalah putusan yanghdigat oleh hakim sebelum
putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atklk tmelakukan sesuatu
yang berkaitan dengan objek yang dipersengketaldmedtum litis) yang

hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

5. Alat Bukti
Pembuktian merupakan kegiatan yang amat pentingalisedalam
rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili dan merkatusuatu perkara hukum.
Oleh karena itu hampir di setiap Hukum Acara apapketentuan tentang
pembuktian ini selalu diatur. Dalam Hukum Acaragsainya aspek pembuktian

terkait dengan alat-alat bukti.
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Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada d&esaupa:
Keterangan para pihak;

Surat atau tulisan;

Keterangan saksi;

Keterangan ahli;

Petunjuk; dan

- ® 2 0 T p

Alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunik&sktronik.

Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas: beris@gara dan salinan
pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Rgtaum Suara (TPS),
berita acara dan salinan sertifikat hasil penglgidun suara dari Panitia
Pemungutan Suara (PPS), berita acara dan salikapittdasi jumlah suara dari
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berita acara sidiman rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabeip'kota, berita acara dan
salinan penetapan hasil penghitungan suara pasar@an kepala dan wakil
kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota, bacéasa dan salinan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi akabupaten/kota, dan/atau
dokumen tertulis lainnya.

Alat bukti sebagaimana dimaksud di atas adalah kal&ti yang terkait
langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukgaiag dimohonkan ke
Mahkamah. Alat bukti tersebut dibubuhi materai &epmya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketenteissebut secara jelas
dapat dilihat pada Pasal 10 PMK Nomor 15 Tahun 28@8agai salah satu unsur
dalam alat bukti, saksi dalam perselisihan hasilipgkada terdiri dari:

a. saksi resmi pemilukada; dan
b. saksi pemantau pemilikada.

Berkiatan dengan saksi ini, Mahkamah Konstitusiatlapemanggil saksi
lain yang diperlukan, antara lain: panitia pengaviRgemilihan Umum atau
Kepolisian. Saksi tersebut adalah saksi yang melihandengar atau mengalami

sendiri proses penghitungan suara yang diperdedisih
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6. Putusan

Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilukadaplkan paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak permohonan dicataind Buku Registrasi Perkara
Konstitusi. Putusan yang telah diambil dalam Rapatmusyawaratan Hakim
diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umurg g#madiri oleh sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Seme@ntAmar Putusan dapat
menyatakan:

a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohovatian permohonan
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalasal Ba Pasal 4,
Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbuktialasan dan
selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasilghptungan
suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP kabupaten/ks¢ata menetapkan
hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahikama

c. permohonan ditolak bila permohonan tidak beralasan.

Seperti halnya pada putusan atas perkara yang yamg menjadi
kewenangannya, maka putusan Mahkamah Konstitusi @gekara perselisinan
hasil pemilukada ini bersifat final dan mengikainéf and binding). Putusan
Mahkamah Konstitusi itu kemudian disampaikan kepBdanohon, Termohon,
DPRD setempat, pemerintah dan pihak Terkait, seéethadap KPU/KIP
kabupaten/kota, DPRD setempat, dan pemerintah wagihindaklanjuti Putusan
Mahkamah Konstitusi itu.

Berdasarkan putusan yang telah diambil dalam RBpamnusyawaratan
Hakim putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHPXI2013 tentang
Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Walkdpdda Daerah Kota
Mojokerto tahun 2013 adalah menyatakan menolak gieoman pemohon untuk
seluruhnya dikarenakan pokok permohonan pemohak tidrbukti dan tidak

beralasan menurut hukum.
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BAB IV

4.1 Kesimpulan

1. Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 3ihta@i04 pemilihan
kepala daerah (Pemilukada) walikota dan wakil veaikMojokerto Tahun
2013 adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyabtdi Mojokerto yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahgsradan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanaBi#anclan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik IndonesiainTd945. Satu
jenis pelanggaran yang menurut Undang-Undang Notabbin 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi salah sa&weriangan
Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannyaaladpklanggran
pemilu bersifat sengketa. Dalam proses pengawasag ¢ilakukan oleh
Panwaslu Kota/Kab pelanggaran yang terjadi dalamyglenggaran
Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 berdasarkansam Mahkamah
Konstitusi Nomor 113/PHPU.D-X1/2013 adalah Perdedis Hasil Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang SsagRerselisihan
Penetepan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umepali Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang timbul akibat dikeluarkgmrsuatu Peraturan
dan Keputusan KPU oleh KPU Kota Mojokerto, yaitiaaa pasangan
calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemiliharmum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto TaR0d3, Nomor
Urut 5 dari kubu partai Demokrat, dengan pasangdoncWalikota dan
Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daeraan dWakil
Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor WBudari partai
PDI.

2. Salah satu kewenangan dalam memutus perselisihatante hasil
pemilihan umum dan pemilukada adalah kewenangan kafahh
Konstitusi. Pada pasal 236 C Undang — Undang Ndl@omahun 2008
menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil perggntusuara

pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkkepada
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Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka melengkapi pamgat tentang
mekanisme persidangan dalam penyelesaian sengksiipihan
pemilukada itu, Mahkamah Konstitusi membentuk peest Mahkamah
Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam PetsatidHasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah. Berdasarkan putusan yang thkhbil dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim putusan Mahkamah KasistNomor
113/PHPU.D-X1/2013 tentang Perselisihan Hasil Penkiepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tahun 20d8lah menyatakan
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dik&en pokok
permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beaalasenurut hukum.
4.2 Saran

Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Bada) di Kota
Mojokerto sebagaimana diatur dalam Undang - Unddmg32 tahun 2004
haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bedfessia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia lsarfan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repuldinésia Tahun
1945 oleh setiap pasangan calon Kepala Daerah @dil Wepala Daerah
agar tidak terjadi pelanggaran — pelanggaran yamgmbulkan sengketa
dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah. Dan jugbalga pelaksanaan
pemilu dan pemilukada haruslah mengoptimalkan pelakan dan
pengawasan agar bisa berjalan baik dan lancariseswmat Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repuldinésia Tahun
1945.
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